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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahiurabbil aalamiin, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat

ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang berhak disembah bagi seluruh ummat
manusia dan alam semesta ini. Atas segala limpahan Rahman dan Rahim-Nya,
sehingga Laporan Penelitian ini dapat diselesaikan oleh peneliti. Shalawat dan salam,
semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. sebagai uswatun
hasanah seluruh ummat manusia, yang telah menyelamatkan ummat manusia dari
kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang, dari kejahiliyahan,
kebodohan menuju nur llahiyah.
Penelitian dengan judul: “KAJIAN YURIDIS EKSISTENSI BISNIS ASURANSI
SYARIAH MENURUT HUKUM POSITIF”. Kegiatan penelitian ini dilakukan
dengan Dibiayai dengan DIPA BLU Universitas Mataram Tahun 2014, sesuai
dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor: 288F/SP-
BLU/UN18.12.2./PL/2014 Tanggal 03 Mei 2014.

Penelitian tentang tema Asuransi Syari’ah sangat menarik untuk diteliti,
karena persoalan Asuransi Syari’ah masih merupakan hal baru dan dalam taraf
pemgembangan dan sedang mencari model di Indonesia sebagai negara berpenduduk
mayoritas muslim bahkan terbesar di dunia. Studi tentang asuransi syari’ah dan
permasalahannya, bukanlah sebuah deskripsi yang tuntas tentang fenomena asuransi
syari’ah yang maha luas, disadari atau tidak uraian yang ada disini merupakan suatu
langkah awal menuju cita-cita yang besar, sehingga dimasa kini dan masa yang akan
datang Asuransi Syari’ah akan menjadi sebuah sistem yang tidak hanya sebagai
sistem alternatif, tetapi akan menjadi pilihan yang ideal di masyarakat, khususnya
ummat Islam sebagai bagian dari pelaksanaan perintah agamanya.

Akhirnya melalui rubrik ini sepatutnyalah, peneliti mengucapkan terima
kasih dan hormat kepada:

1. Rektor Universitas Mataram.
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram.
4, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas
Mataram.
5 Kepac_i.a semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril, maupun
materiil, schi'ngga. pcnclit‘i .dapat menyelosaikan penclitian tepat pada waktunya.
. Dan a.khlmya},'penelm mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk
perb'auk.an hasil per_lelltlan pada masa yang akan datang, semua kegiatan penelitian ini
menjadi tanggung jawab peneliti. Wallahualam bishawab.

Mataram, 25 November 2008

Tim Peneliti
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ABSTRAK

Keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari dual insurance system. di
dalam praktek bisnis perasuransian memiliki makna yang penting dalam
menunjang aktivitas bisnis asuransi svari’ah mengalami perkembangan  yang
cukup pesat, namun tidak dimbangi dengan kejelasan aturan hukum yang
mengaturnya. Hal ini berimplikasi terhadap legalitas dan keabsahan bisnis
asuransi syari’ah yang dalam operasionalnya menimbulkan ketidakpastian hukum.
Tujuan penelitian ini mengkaji adanya kejelasan status hukum bisnis asuransi
syariah, sedangkan target yang ingin dicapai adalah mengkaji dan menganalisis
cksistensi bisnis asuransi syari’ah menurut hukum hukum positif. aturan hukum
yang mendasari bisnis asuransi syari’ah dan mengidentifikasi permasalahan
hukum bisnis asuransi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif. dengan menggunakan bahan hukum primer.
sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara
deskriptif kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara deduktif. Hasil
penelitian ini: Pertama, kedudukan asuransi syariah dalam sistem hukum asuransi
nasional sebelum keluarnya UU.tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 tidak
sama dengan asuransi konvensional, namun dengan keluarnya UU  tahun 2014,
secara yuridis kedudukan asuransi syariah sama atau sederajat dengan asuransi
konvensional. karena sistem hukum Indonesia telah menganut dual insurance
system. Kedua, asuransi syariah dalam operasionalnya didasarkan pada KUH
Perdata. KUH Dagang. UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan
peraturan pelaksananya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. serta
didasarkan pada Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah.

Kata Kunci: Eksistensi, Asuransi Syari’ah, Hukum Positif
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Sistem hukum asuransi yang dijalankan di Indonesia dewasa ini adalah
menggunakan dual in‘é‘furcmce sysfem. yaitu asuransi konvensional dan asuransi
syari’ah. Fakta ini n%cnunjukkan bahwa sistem asuransi yang menjalankan
bisnisnya di Indohesiéxz lidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi
syari’ah sebagai akibat:‘dari adanya kebutuhan akan pentingnya partisipasi seluruh
komponen masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang
asuransi.

Eksistensi bisnis asuransi syari’ah masih belum jelas menurut hukum di
Indonesia dan masih ban}ék permasalahan hukum yang terjadi yang dapat
berimplikasi secara hukum terhadap legalitas bisnis asuransi syari'ah dalam
menjalankan bisniényd. Mengingat masih belum jelasnya aturan hukum yang
mengatur asuransi/; sy_jari’ahj maka dipandang perlu adanya suatu pemikiran
prakteknya tidak terjadi I<ek§)5011ga|1 hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum
yang mengatur dan. mendukung kegiatan usaha asuransi syari’ah mutlak
diperlukan, agar usaha asuransi syari’ah mendapatkan jaminan kepastian hukum
dalam menjalankan usahanya. Dengan harapan dalam pelaksanaannya dapat
sejalan dengan hukum positif dan prinsip Hukum Islam. Penelitian ini akan
menawarkan kajiap cksistensi bisnis asuransi syari’ah dan permasalahan hukum

dalam pelaksanaanya menurut hukum positif di Indonesia.

1.2. Tujuan Khusus

Kejelasan ipengaturan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator

tegaknya negara h";ukujm (rechstaals) dan terwujudnya kepastian hukum. karena
keberadaan hukunt ménjadikan bisnis yang dijalankan berada dalam rambu dan
norma hukum yang memastikan bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi
oleh negara, dan akan mencegah terjadinya hukum rimba. di mana siapa yang kuat
akan memenangkan pertarungan. Dengan adanya hukum akan menjadikan posisi

para pihak menjadi seimbang dan setara dalam hukum, demikian halnya dengan

bisnis yang dijalankan: berada dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara
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illegal. Dengan démiki_an, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan khusus

untuk kajian tentang eksistensi bisnis asuransi syari’ah dan permasalahan hukum

yang dihadapi dalam pelaksanaanya. Dalam kerangka itulah, maka yang akan
menjadi tujuan khusus pcn@liligin pada tahun pertama ini adalah sebagai berikut:

a.  Melakukan :éi_na‘.]'isis l_ém_aijg tentang cksistensi bisnis asuransi svariah
menurut hul\um po:s"i_tiff:- In@onesia dan permasalahan hukum yang
dihadapinya. ;!

b. Menghasilkan desiminasi hasil penelitian dalam bentuk seminar dan artikel
ilmiah dalam .iLi'I'l:)al diutamakan yang bersifat nasional.

Dan secara khusus juga menjadi bahan dalam penerbitan buku ajar Hukum

(@]

Asurapsi Indonesia, -
1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian
Penelitian ini: penting umtuk *dilakukan dengan harapan hasil yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah mampu menghasilkan analisis yang mendalam
dan komprehensif tentang eksistensi bisnis asuransi syari'ah dan permasalahan

hukum yang dihadapi:dalam pelaksanaannya.
1.4. Temuan/Inovasi yang Ditargetkan

HaSil_ penelili@n ini'di_harapkan untuk menghasilkan temuan dan rekayasa
sosial guna menydesaikan permasalahan hukum dalam kegiatan ekonomi dan
bisnis di l_ndonesia; guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan baik dalam
skala lokal maupun nasional, sehingga menghasilkan sumber daya manusia dan
daya saing bangsa yang unggul dan kompetitif pada masa yang akan datang yakni

dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang pasti terhadap kegiatan

ekonomi ddn bisnis.

T
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BAB I1. TINJAUAN PUSTAKA

7.1. Hukum Islam dan Dasar Berlakunya

Abdul Gani Abdullah menjelaskan, ada  dua hal yang mendasari

berlakunya Hukum Islam termasuk perjanjian di dalamnya yaitu:

"Dﬁ'ﬁl‘ 17({7'/(//31(1 A‘adz’l_l'd-h- agidah, yaitu  keyakinan yang mcmﬁksa
pelaksanaannya dalam bertransaksi. dan dasar kedua adalah syari ah.
scpélﬁ__jaxwg mengenai norma atau aturan-aturan hul\'um yang mempunyal d'uq
dimensi.iyaitu dimensi transedental atau vertikal. Dimensi transed'emal ini
dinilai dengan hablum-minallah yang merupakan pertanggung jawaban
individu atau kolektif kepada Allah. Sedangkan dimensi lainnya adalah

. . . . . . i o . , ,
dimensi horizontal yang dikenal dengan slebutan hablum-minannas yang
mengatur interaksi sosial dianfara manusia

Berlakunya Hukum Islam dalam kehidupan umat [slam di Indonesia
diakui dan_dijamin oleh konstitusi-yakni UUD 1943, khususnya dalam Pasal 29
yang mexﬁbérikan__l;,ebébelsan untuk melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya.
hal ini dliilax']da_si V_c>>l_eh sila Pertama Pancasila sebagai falsafah Negara yakni
.,\Ketuhan_'ax.g__ Ya_n.g, [\/.I.aha; .Eisa"’_. Berkaitan dengan hal ini, menurut Hartono
Mardjono, ?'?x\fg-a.la'ut)u,n “datam sistem Hukum Nasional tidak diatur mengenai
Hukum 5ecr111 :Na‘sfi:ox':x.al. E{"L’Jkﬁhﬂ I_élém dapat berlaku atas dasar pengakuan secara
diferensiasi ataupun _mglali:l‘i ‘pilihan-hukum atas kehendak para pihak pada saat
berlransal‘(sif’éfu . N ‘

Kedudukan' Hukuny Islam dalam sistem hukum nasional [menurut BPHN
adalah: ., &

a. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui Hukum Adat.

b. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum
Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.

Kedudukan Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat
dengan"Hukum Adat dan Hukum Barat. l
d. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional di samping
Hukum Adat, Hukum Barat, dan Hukum lainnya yang tumbuh dan
berkembang dalam Negara Republik Indonesia.’

(@]

gt SNSRI

T ABdUl Gani Abdullah,’ dalam Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia,
Kencana, Jakarta,.2004, h. 7. - -
Hartono Mardjono ‘(Selanjutriya disebut Hartono 1), Menjalankan Syari'ah Islam, Studia
Press, Jakarta, 2000, h. 11-12.
% Gemala Dewi Op. Cit, h. 19-20
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ngn» df;nBClg,1 dalam bukunya “Muhammadansch Recht” (Asas-asas
Hukum Iélam)_? ﬁ1ehyat?akan bahwa. “Hukum Islam diperlukan bagi orang-orang
[slam Bumiputra »v\.falaupun dengan sedikit pcn'\'impangan—penyimpzmgun".'l
Sementara ‘itu, lchf-tianio mengatakan bahwa Teori Receprio in Complexu yang
digagas: oleh S.,al"o.moni‘_- Keyzer yang dikuatkan olch Christian Van den Berg

meniclzlisli'\"an'i ’é‘é'ét:121])*'f'_pf,endildtik' ‘berlaku  hukum agamanya masing-masing.

Penduduk yzing:g"bémgz‘imgl 1'5];11;1:1' kﬁe?laku baginya Hukum Islam. Demikian juga
hukum yang b.e;r'lakué‘ bégi péhﬁél%ﬁk agama lainnya, sesuai dengan hukum
zlgaman&'a mas";inls‘g‘_—r{m:s?ing”.i Se'lahj.utnya Teori Eksistensi, adalah teori yang
menjelaskan bahwa ada H._ukum. [slam dalam hukum nasional. Menurut teori ini.
“keberadaan ,H_‘u,ku‘m _[Slam-,da_la;ﬁ tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan
yang tidlék\_cjap‘)g_t di,})ﬁiljg]{il'i__}(Te‘beradaannya. Bahkan merupakan bahan utama
hukum nasional’_’.(’ :

Seiménﬁfa_itu, Hazairin menjelaskan bahwa, > ...sesuai dengan Pasal 29
ayat (1)'U,U,-D .15945., Négai'a Répu_blik_ Indonesia berkewajiban membentuk hukum
nasional,,Iljdbn'esia yang‘béhannya adalah hukum agama. Hukum agama yang
masuk aan: menjadi 11L51,l{11n1. nasional Indonesia bukan hanya Hukum Islam saja.
melainkan_:_iuga' ]mkujn agama lain,...”. Selanjutnya Teori Receptio a Contrario
dari Sa)._/uti,_"[ha]ib yang_merupakan pengembangan dari Teori Receptio Lxil.
menjelals’lgan bahwa me'.nu;‘:ut teori in‘i_berlaku ketentuan:

a). Bagi of:r_‘a_n.g.lsvlam berlaku Hukum Islam.
b). Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan

moralnya.

¢). Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan

. 2 Q
agama Islam dan Hulkum Tslam.8
o & S

Sdcarai-_‘:teoritis‘mdibe_dakan adanya tiga macam dasar berlakunya hukum.

vaitu: berlakunya secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara

g SayQti;ThaIib. dalam Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan
Berkembangnya Hikum [slam dalan’ Sisteir Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997,
h. 54. ’ '

® Ichtianto,. "Pengembarigan’ Teori “Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam Tjun
Suryaman (ed); Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan, Rosdakarya,

Bandung, 1991, h."123. Bandingakan juga dengan H. Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di
Indonesia, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h. 23.

° Ichtianto, ibid, h. 182-183. -
Hazairin dalam Ictianto, /bid, h. 131.




1'110501“1510,Sefdé_nék{ar{"ML‘itanﬂ'imul Ula menjelaskan bahwa Hukum Islam dapat
menjadi-‘ niai'ns"t:l‘éélén, sedangkan hukum barat dan hukum adat dapat menjadi
I\'omplemenler, _hv'ai-.' ini didasar.kan pada alasan yang kuat. salah satunya adalah
kesepakatan ahli “hukum bahwa hukum yang ideal adalah haruslah memenuhi
i i H

svarat filosofis, yundxs dan sosiologis'.
2.2. Pengertiz:ln:zdihﬁ Pnnsnp Hukum Asuransi
2:2:1. Prinsi.p Huyilmm Asuransi Konvensional

Asm‘ansi ‘ti)erasal dati -béhasa Belanda assurantie. dalam hukum Belanda
discbut Ver:e/cw‘iri’zg yang‘die-u'ti‘l_(éh sebagai pertanggungan. Dalam bahasa Inggris
disebut insur‘ancd” kemudi:hn dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata
pcrlangg&nga'n;_'%g EK:thS'.*.d‘ﬂﬁ;‘.Ha'ss'ah Sadilly memaknai kata insurance dengan
asuransi, dan j'anﬁnan.'“" Dari istilah assurantie dalam bahasa Belanda kemudian
timbul istilah assuradeur bagi penanggung dan geassurcerde bagl tertanggung.
Sementara.itu, Muslehuddin menjelaskan bahwa;

“Istilah asuransi- menurut pengertian riilnya adalah iuran bersama untuk
meringankan beban individu, apabila beban tersebut menimpanya.
*Konsep . asuraisi “yang  paling sederhana dan umum adalah suatu
persediaan. yang dipersiapkan oleh sekelompok orang yang tertimpa
kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diprediksikan.
seliingga apabifa kerugian “tersebut menimpa salah seorang di antara
mercka, maka beban Kerugian tersebut akan disebarkan kepada seluruh
kelompok™ '™ BT
. ) ] gt
Oleh_ karena;-itu, “tujuan‘:_-gs_uransi adalah untuk menyiapkan bekal guna

menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan urusan manusia™'®. Pasal |
ayat (1) Undang-}Undvang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

menjelaskan pengertian asuransi:

89 Saj_u;i Th‘alip, Receptio A Contrario, Academica, Jakarta, 1980, h. 45-49.
Soerjono Sukamto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan
Huk¢/m1<)jr Indonesia, Ul Press, Jakarta, 1986, h. 34-35.
N Mutamimul Ula, Penerapan Syaii'at Islam, Tarbiyatuna, Jakarta, 2000, h. 21-24.
~John M."Echols dan Hassan Sadilly (Selanjutnya disebut Echols dan Shadily 2). Kamus
/nggns;éndonesia, Jakarta, Gramedia; 1990, h.326.
- Depanemen[Pendidikan-_Nasiona[, Op.Cit, h. 33.
. Echols dan Sadilly 2, ©Op.Cit.h;326.

Ali Yafie, Asuransi dalam "Paridangan Syari‘at Islam, Menggagas Figih Sosial, Mizan,
Bandung, 1994, h..205-206. Lihat juga Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan,
Seri H%um Dagang, UGM, Yogyakarta, 1987, h. 7.

® Muhammad Muslehuddin, Insurance and Islamic Law, terj. Burhan Wirasubrata,

Menggugal Asuransi Modem; Mengajukan® suatu Alternatif Baru dalam Prespektif Hukum Islam,

Lentergé Jakarta, 1999, h. 1,

' .

Morgan, Porter's Law of /n‘suranc‘e.' p. 1, dalam Muslehuddin, /bid.




"ASle'allléi- :’uéiﬁ f’ertanggunganJadalah perjanjian antara dua pihak atau lebih.
denean mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung.
Jenean menérima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada
1cr15nggung l:("tl'éﬂii kerugian. kerusakan atau kehilangan .keuntungan yang
Jdiharapkan. atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkm
akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
atau untuk memberikan Suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal
: atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”.

Dalam Ensiklopedia [ndoheéia Jilid I dijelaskan bahwa:

~Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan p}ch
pcnénggung (perusahaan asuransi) kepada lertanggung .unu!k nsfnl\‘g
kerugian seperti yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila tep]ad¥
kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya ataupun mengenal
kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, lertanggung membayar
premi-sebanyak yarig ditentokan kepada penanggung tiap bulan™.

R-un‘nusén di".%t'as.i v'menj.elaskzm asuransi adalah suatu perjanjian antara
penzmggting,}hng bfé'rha_k atas premi dari pihak tertanggung yaitu pengambil
asuransi yang mengakibaﬂéan terikat untuk memberikan pembayaran, dengan
111(—311gg&,ntuhgl(uh perj.a_.n_ii:eln lvc‘i'ée'bul' kepada peristiwa yang belum pasti terjadi.

Sementara itu, Wiryono Prodjadikoro menjelaskan;

“Asuransi dalam bahasa  Belanda disebut verzekering yang berarti
pertanggungan: Dalam asuransi terlihat dua pihak. yaitu satu pihak sanggup
menanggung atau nrenjamin. ‘dan” pihak lain akan mendapat penggantian
sestatu yang mungkin:iaiderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang
semula belum tentu akan: terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat
akan terjadinya. Oleh karena .itu, berdasarkan pengertian tersebut bahwa
pada . hakikatnya asuransi'adalah pembagian risiko atau pengalihan risiko.
dgngan adanya pengalihan risiko, pihak tertanggung merasa aman dalam
menjalankan aktivitasnya. Dan secara hukum asuransi merupakan perjanjian
antara tertanggung dan penanggung” ' o

Dalam ‘kaitan denpan prinsip asuransi Sentosa Sembiring menjclaskan.

apabila ‘_ki’t‘zr cermati pengaturan‘asuransi dalam WvK, khususnya pada Pasal 250

g ISR A e . " i o i .
251. 2520 253 dan 268 tampak bahwa dalam perjanjian asuransi ada beberapa
prinsip dasar'yang harus diperhatikait dalam menutup perjanjian asuransi. Prinsip
tersebut antara lain: 1). Prinsip-Kepentingan  (Insurable Interest). 2). Prinsip

¥

s :H_g_s,sa:n S_badlﬂy,.EnSIk/Opqu Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1980, h. 310.
W‘|‘ry_or:1‘o 'Prodjod_;quo.iv}-_/ukLI_m Asuransi Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1981, h.1.
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ltikad Terbaik (Utmost: (/()()d Faithy. 3). Prinsip Ganti Rugi (Indemnity). dan 4).
Prinsip Subrog ast (Subr ()qc/rmn)

Sementara dalam” website asuransi danamas dijelaskan prinsip-prinsip
yang digunakzm dalam  asuransi adalah: 1), Prinsip  Kepentingan  yang
dipertanggungkan (Insurable Inierest). 2). Prinsip Itikad Terbaik (Utmost Good
Faith). 3). Priﬁsip Ganti Rugi (Indemnity). 4). Prinsip Perwalian (Subrogation).
5). Prinsip Kontribusi (Contribution). 6). Prinsip Penyebab vang saling berkaitan
(Proximate ( 'uz‘(se).z”

2.2.2. Prinsip Hulxum Asuransi Syari’ah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut ar-fa’'min, penanggung disebut
mu'anmin; sedan‘gkan’ fertariggung .disebut mu ‘amman lahu atau musia min.’
Salim~Segaf Al JU’ﬁ:i-;"zn1e11yat_al<a11 bahwa: af-ta’'min berasal dari kata amana
memiliki-arti memberi perlindungan,-ketenangan, rasa aman. dan bebas dari rasa
takut, sebagaimana ﬂm_ﬁan Allah: “Dan Allah-lah yang mengamankan mereka dari
ketakutan”. (QS: Quraisy: 4).

Sementararitu; Muslehuddin menjelaskan pengertian asuransi adalah:

“Sebagat Stxétu-p'ersedi-aan yang dipersiapkan oleh sekelompok orang. yang
dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat
diprediksikan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di
antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh
kelompok. Pengertian “asuransi dalam sudut pandang yang lain. Ada yang
mendifinisikan asuransi sebagai perangkat untuk menghadapi kerugian dan
ada yang mengatakan sebagai persiapan menghadapi kcrug_:ian”.22

Menurit Kinﬁa;d Azhar Basyir 'yang dimaksud dengan asuransi adalah:
“suatu perjanjiart, d’e:xhéa’n mana tertanggung mengikatkan diri kepada seorang
penanggung, dengan mienerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya
karena kerugian, Kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. yang
mungkin akan dide'ritzulﬁya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.*

Sementara ‘itu Faturahman Djamil menjelaskan, asuransi adalah “Suatu

Sentosa Sembmng H/mpunan Undang-Undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan
Sosial Disertai Perattran Perundang Undangan Terkait, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, h. 18-19.
Band|n2%kan dengan Sri-Redjeki 1, Op: Cit. h. 79

www.danamas.com, dlakses tanggal 20 Januari 2014.

S)/aklr Sula 1, Op..Cit, h,28. .

> Muhammad Musléhuddin, Op Cit, h. 3.

Ahmad Azhar Basylr Takafu/ Sebagai Alternatif Asuransi Islam, Ulumul Qur'an,
2/VI1119986, h 16: = i g

ik




pusetuman dalam mana plhal\ penanggung berjanji terhadap pihak yang

d1t”mgom\sC dmaan menerima- Ge]umlah premi untuk mengganti kerugian yang

mungkin. akan diderita oleh pihak yang ditanggung ¢, sebagai akibal suatu peristiwa

WAL
yang belum terang akan terjadi’™.
Da;lam Ensiklopedi Hukum I[slam disebutkan bahwa asuransi (dalam

R . . - R AN 23 , TS 5 lhale Tlhale /€ y
bahasa Arab; a/-ra'min) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak. pihak yang

satu bcrke\-vaiiban'membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan

jaminan; sepcnulm'va kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa
\ : T . 55 23
pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
; o - x
Dewan S\rari‘gh N‘asmnal Majelis Ulama Indones:a (DSN  MUI)

menyatakan bahwa asmansn syan "ah (a/ (a'min. at-takaful. at-tadhamun) adalah

Lmha salm;o melmdungn dan, tolona menolong antara sejumlah orang/pihak
melalui ln\tb[dSl dalam bentul\ aset . atau fabarru’ yang memberikan pola
penuembalmn untul\ mtnghadapi Jisiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang
sesuai dengan syan ah

Dalam asu;alm syau ah prinsip utama yang digunakan adalah prinsip
(a dwant ‘ald a/ bn/ ra a/ /aqna (tolong menolonglah kamu sekalian dalam

7 . .
kebaikan dan lal\wa) dan ar-1q, mm (memberi rasa aman).”" Para ahli ekonomi

Islam ,111611_161,215<an~l_(ba.hwu ‘aSVLll.'a‘.l‘llS_I,S'\/_’dl‘l ah atau takaful ditegakkan atas tiga

prinsip utama yaitw: .

I. Saling bexran;ghmh |aw'1b yan;: berarti para peserta asuransi takaful memiliki
rasa tanggung jawab’ bersama untuk membantu dan menolong peserta lain
yang menu'llammmmbah1atdu kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul
tanggung jawab. denéan niat ikhlas adalah ibadah.

2. Saling bekerja sama atau saling membantu, berarti di antara peserta asuransi

takaful’yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong
menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah vang

: ol e ¢l v =
diderifa. ' ‘

f feid f
J

2 Faturahiman' Djamil (Faturahman 2), Metode ljtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Logos.
Jakarta 1995 h.133.
° Abdul Azis Dahlan dkk, (edltor) Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, 19986,

h. 138

® Fatwa Dewan Sya[l ah Nasmna[ MU| No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum
Asurans¢ Syari'ah.

DzaJuII dan’ Janwan Lembaga Lembaga Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan),
RaJaGrafmdo Persada Jakarta 2002, h 123

B oy & : -
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Sa]ing me]mdunu pendulta satu sama lain, berarti bahwa pald peserta dsLlIldnbl
s yang mengalami
takaful alxan berperan $ebagai pelmdunU bagi peserta l%m ¢ ¢
gangguan lxesddm'ltcm bempa lﬂllblbdh vang dideritanya.

' A derwaladtmadia
Berk-altan dcman_ hal lusghm. Karnaen A,  Perwataatmadje

ang sama. namun beliau
mengemukakan: pnnslp pumlp asuransi takaful yang san :

menambahkan;salu prmmp dari prinsip vang telah ada yakni prinsip menghindari

unsur thu ar, maisir dan riba.t? Sementara itu, menurut AM. Hasan All asuransi

harus dlban«run di atas fondasi dan dasar yvang kuat serta kokoh. Dalam hal ini.

ada beberapa pmmp. dasar asuransi syari’ah yaitu: prinsip tauhid. prinsip

keadilan. pl'il]éip lolonm menolong. prinsip kerjasama. prinsip amanah. prinsip

l\cml’mn plmsnp kd)enamn plmslp larangan riba. prinsip larangan judi. dan

o~ e

A0 .‘ P
plmsmlmangan ghalur o i B e

2.3, o Studi Pcndahuluan dan Roadmap Penelitian

chdflsall\an mf01ma51 yang diperoleh bahwa Penelitian pendahuluan
sudah_ dllakukan oleh. p_en._elm (Muhaimin dan Sumiati Hasan). tetapi masih
bersital parsial dan t.e,rpiéah- sqi'ta beilum mampu merumuskan secara utuh terkait

dengan l\ebexadaan bisnis. asuransi syari’ah dan pengaturannya dalam sistem

hukum . nasmnal yang balu diteliti yang terkait dengan prinsip Hukum Islam

dalam bls_ms asuransi syari’ah (I\/]_L?llh_anmn« 2008), perlindungan hukum bisnis
asuransi syarifa‘..'h_(I\/Iu_hai,n’]in,, 2010), Studi Perbandingan Asuransi Syari ah
dengan Asmfmsx Konvensnonal (Sumiati 2008), Prinsip ta’awun dalam asuransi
syari‘ah dllal\ul\an oleh (Sumlatl 2011). Model penyelesaian sengketa asuransi
syanah (20]3)' ‘s,_,e]am itu ada juga _pen_elltlan vang berkaitan dengan perbedaan
asuransi. syari al dcngan asmanm konvensional, dan asuransi syari‘ah dalam
hukum positif d1; [ndonesia (Maryantg, 2004).

~Hasil  yang dic._apai_ _dengan dilakukannya penelitian ini adalah
teridentifikasinya prinsip-prinsip hukum yang mendasari bisnis asuransi syari’ah
di Indonesia, teridentifikasinya peraturan perundang-undangan dan hukum positif

yang menjadi ; dasar dalam . pengatiran bisnis asuransi syari’ah dan

2 Jafril © Khalil,  Bisnis  Asuransi Syan'ah Konsep dan Praktek,
WWw cn%ra co.id/aktifiresos/konsep.htm. diakses 15 Pebruari 2014.

Karnaen Perwataatmadja, " Membum/kan Ekonomi Islam di Indonesia, Usaha Kami,
Depok 1996, h: 234.. :

AM. Hasan AI| AsuranSI Da/am Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis,
Teoritis-dan Praktis: Kencana;-Jakarta, 2004, h. 125-135.
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ter mdulkasmm sebagian pemmsahlnn hukum vang dihadapi oleh bisnis asuransi

arl clh dl Indonestit. v

Road/m//) penelitian l\glompok riset mengacu pada Rencana [nduk
l’cmlluan Universitas Mataram Tahun 2012 sampai 20106, dengan fokus pada
bidang u‘nggulan mbdnﬂun'm Manusm dan Daya Saing Bangsa, dengan sub
bidang unggu];m tentang Hukum dan  Kebijakan Pembangunan, serta topik
unggulah.penclilian lcﬁlzmg persoalan hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.
yang diturunkan menjadi topik kelompok riset eksistensi/status hukum bisnis
asuransi- syari’ah Schinggu pada akhirnya dengan adanya penelitian ini akan
mampu menyclcs’ail\’aliﬁ persoala;n hukum di bidang ekonomi dan bisnis terutama
blsms asmanw s\an ah g ‘ e

Beldasarl\an Roud/nap telsebut nal\'a pada tahun pertama penelitian ini
akan Iol;qs l_ncnelmutgn_tana ekmsten& atau status hukum bisnis asuransi syariah.
dan pcr'm.asalahal,) hukum ,da_lam pperasmnalnya. Kemudian pada tahun kedua.
penclitian ini akan di{f‘Ol\‘uska_n.p‘acla pen:_yusunan konsep legal drafting Rancangan
Undang-Undang  tentang asuralﬁsi syari‘ah, sehingga pada akhirnya sccara

keseluruhan penelitian ini akan menghasilkan kepastian hukum bisnis asuransi

svari‘ah dalam bentuk Undang-Undang.




BAB III. METODE PENELITIAN

3.1.Mectode Pendekatan

1 N { 1 (¢ lengan
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yvang dilakukan denge

.-’/ ) N - ’ win (I’.
pendekatan -dokrrinal - atau normatif” yang  memandang  hukum sebagal

‘ . LAVR , . , y
separangkat aturan atau kaidah yang bersifal normatif yaitu yang memandang
hukum sebagai seperangkat kaidah yang bersifal normatif atau apa yang menjadi

teks Peraturan Perundang-Undangan (faw in hooks). Sehubungan dengan
: T N T— -
permasalahan yang diangkat adalah eksistensi bisnis asuransi syari’ah dale

hukum positif dan pehnasalahah dalam pelaksanaanya. maka diharapkan akan

diperoleh pemahaman yang integral tentang eksistensi asuransi syar ah menurut

hukum positif dan permasalahan yang “dihadapinya.

Seldaqall\an hdl lersebut. maka dalam penelitian ini pendekatan yang
dlounal\an dalam penelltlan hukum normatif yakni pendekatan perundang-
undzmgan (statute approach), pendukatan konseptual (conceptual approach). dan

: : e
pendekatan perbandingan (comparative apprroach)
3.2. Lokasi Penelitian .

Penelitian ini dilaksain:akan di Perpustakaan baik perpustakaan umum
maupi’m pe'rpusfakaan Universitas Mataram. Perpustakaan Fakultas Hukum. serta
(limuhgkinkan di Perusahaan AsuransivS,\'ari'ah yang ada di Nusa Tenggara Barat.
termasuk perpustakaan yang tersedia secara digital/online melalui media internet.
3.3. Sum bér Dan'}.l:.c'hi"s Bahan Hukum

Pene.litia‘n/v iilni\d'a:ta sékinﬁdér vaitu data-data yang berasal dari bahan-bahan
pustaka atau bahan hukum b'uI\ bahan hukum primer. bahan hukum sekunder dan
bahan hukum temex yang meli puti: dokumen-dokumen tertulis. vang bersumber
dari pcraturan perundang—undangan (hukum  positif di Indonesia), putusan
pengadilan. putusan Badan Arbitrase syari’ah Nasional. maupun melalui literature
seperti - Al-Qur’an, A,l-HaditS;, ljma’ Sahabat dan Qiyas para ulama. yang
merupakan sumber hukum dalam Islam, termasuk didalamnya berbagai

keputusan- kcputusan yang dlkeluanl\an oleh organisasi kemasyarakatan Islam baik

Soerjono Soekan to dan Sn Mamudjl Penelitian Hukum Normatif, RadjaGrafindo Persada,
Jakarta 1995, hal 15 ol

e Peter Mahmud Marzukl Pene//!/an Hukum Kencana Jakarta, 2004 hal 20
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vang  berskala lokal. nasional maupun internasional seperti fatwa Dewan

Syvari ah Nasi‘oﬁnal MUI. huéil-lmsil penelitian. artikel-artikel ilmiah, buku-buku

literatur, dokurﬁcﬁ—dokuxﬁen' resmi, arsip dan lain-lain serta kamus maupun

ensiklopedi vang diperlukan yaitu yang berkaitan dengan asuransi syari”ah.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang dipcrlul\'an dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui studi
kepustakaan (liabrary research) atau studi dokumen yang dilakukan dengan
tahapan-tahapan sebagai berikut:

). Pada tahap awal. akan dilakukan studi kepustakaan. yang dilakukan dengan
cara nnexuﬁﬁ?entari%ir peraturan perundang-undangan. putisan pengadilan dan
Badan Alblta%? Syari’, ah “buku- buku dan literatur lain sebagai sumber data
sel\undel zuim bexluutan denwm fokus penelitian. Cara ini dilakukan untuk
munperoleh Uamb"u(m yang, bLISlelt umum dan menyeluruh, tentang apa yang
telcal\up di dalam fol\us pelmasa]dhan yang akan diteliti.

2). Studn dokumen \ElllLl menelm berbagai dokumen serta bahan-bahan hukum

vang bul\duan dengan pelmasalahan yang diteliti. terutama peraturan
puundann undanuan putuqan pengadilan dan badan arbitrase. serta literatur
yang berkaitan dengan asuransi syari‘ah.

3.5. Teknik Analis:l Bahan H,u_kum,.

Sesuai denqan mctode pendeI\atan yang digunakan, maka dalam penelitian
ini analms yang dlg,unal\an adalah dengan mendasarkan pada pendekatan
dol\umal yaitu dllal\ul\an analms dengan menggunakan metode analisis kualitatif,
Dalam talmp ini teJ utama al\an dilakukan inventarisasi terhadap berbagai norma
hukum :.\"3._”‘5 telzka’_)' deng‘qn. 5,._A_Slltfzmsl .Syarl ah. Dalam hal ini akan dilakukan
pengumpu_l_mn 'terhadap s‘emﬁa asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan
permasalahamya untuk kemudlan diorganisir kedalam suatu sistim yang

I\omplehelmt setelah se bLlumn\a dilakukan koleksi terhadap keseluruhan asas-

asas dan I\ja]da_h—]\'aldah _\'ang_gelah terkumpul tersebut.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Eksistensi BiSniS Asuransi Syariah Menurut Hukum Positif

D ksmlensl Bisnis Asm ansi Syariah’
I\ebemdaan asuranm syariah sebagai bagian dart dual insurance systen.

tcrinSpirasi dari pencmp(m dual bangking system dalam Undang- Undang Nomor

10 Tahun 1998 le,man.g Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

' . 2 : N . o s 1 /e )
tentang Perbankan. Di dalam pr;ddek bisnis perasuransian memiliki makna yang

penting dalam menunﬁjanu aktivitas bisnis di Indonesia. Dewasa ni asuransi

syari’ah mengalaml penkcmlmngan yang cukup pesal. namun tidak diimbangi

dcngan kejelasan aturan hukum yang mengaturnya. Hal ini berimplikasi terhadap

legalitas dan keabsalian.bisnis aduransi syari’ah menurut prespektif hukum positif.

yang.. dalam opelamonalnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
memalanl\an bisnis. asumnsn svan ah dl Indonesia.

Slstem hul\um 8SLllaan yang dijalankan di Indonesia dewasa ini adalah
melwg,unal\'m (/z/a/ msurance g\lem yaxtu asuransi konvensional dan asuransi
syari _a,h,_ Fdl\m ini menun]ukl\an bahwa sistem asuransi yang menjalankan

4
bisnisnya di I\ndo‘ncsxa tidak hanya asuransi konvensional tetapi juga asuransi
syari’ah sebagai akibat dari adanya k:cbutuhan akan pentingnya partisipasi seluruh
Kkomponen pmsyarakat déJam pembangunan nasional khususnya dalam bidang
asuransi..‘ '

‘_E._k'si_sle{ns_ir bisnis asﬁuranﬁsi_ _s_y;avri’_vah masih belum jelas menurut hukum di
lndon_csAi-aA @1_811;,§1?ﬁ§i_l},bf_ll}yak— i'pqrmasalahan hukum yang terjadi yang dapat
berinjplilx':aéi s.e“caral_l_'u:ukqm terhadap legalitas bisnis asuransi syari’ah dalam
menialanika‘n_bi.,sni_sn‘)ja.v M,engiﬁgal,masih belum jelasnya aturan hukum yang
mumalm asuransi bYdlI “ah, decl qipandang perlu adanya suatu pemikiran
tentang Undanu—Undanu yang.vmengaturnya secara komprehensif, agar dalam
pml\lel\nva tidak 1en|ad1 l\cl\osonoan hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum
yang mengatur daq:-l_nend'ulgglmg kegiatan usaha asuransi syari’ah mutlak
clipcrl‘ulg;}'x:),‘ agar usaha asm‘ansi”éyari'ah mendapatkan jaminan kepastian hukum

dalam menjalankan usahanya. Dengan harapan dalam pelaksanaannya dapat

sejalan dengan hukum positif dan prinsip Hukum Islam.
o AT S e e
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Berlakunya Hul\um [slam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia

£ . s & ey acal ¢
diakui dan dijamin oleh konsutu\n yakni UUD 1945, Khususnya dalam Pasal 29

yang
hal ini dilandasi oleh sila” Pertama Pancasila sebagai falsafah Negara yakni

ne memberikan kcbébajsan untuk i_nelal\'sanakan ajaran agama bagl pemeluknya.

~Ketdhanan  Yang Maha Esa” Berkaitan dengan hal ini. menurut Hartono

Mardjono. “walaupun dalam sistem Hukum Nasional tidak diatur mengenal

Hukum sccara Nasional. Hukum Islam dapat berlaku atas dasar pengakuan secara

diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas kehendak para pihak pada saat

17
)

bertransaksi™
Kejelasan pengaturan atas setiap bisnis menjadi dasar dan indikator

tegaknya neocua hukum (/echs/aals) dan terwujudnya kepastian hukum, karena

l\ebemdaqn hukum men|ad1kan blbn]S yang dijalankan berada dalam rambu dan

norma hul\um yang ! memasul\an bahwa hak dan kewajiban masyarakat terlindungi
oleh negara, dan al\an muu,egah teuadqu hukum rimba. di mana siapa yang kuat
al\an memenam,]\an pertar ungan Dengan adanya hukum akan menjadikan posisi
para pihak menjadi scxmbapﬁg dan setara dalam hukum. demikian halnya dengan
bisnié )!él]g di_j;_l]ain]\'a.n beréda dalam koridor hukum dan tidak dilakukan secara
i//cgd/. Hal ini :se]ulan dcngén pendapat Abdul Gani Abdullah yang menjelaskan.
ada dua hal yang mendasari berlakunya Hukum Islam termasuk perjanjian di
dalamnya yaitu; ol g

 “Dasar /)wruma adala ~aqidah, yaitu keyakinan yang memaksa
pdal\sanaanma dalam ‘bertransaksi, dan dasar kedua adalah syarl ah.
“sepanjang mengenat norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua
~dimensi, yajtu dlmeJm transedental atau vertikal. Dimensi transedental ini
dinilai dengan hablum-minallah yang merupakan pertanggung jawaban
individu: atau” kolektif kepada tAllah. Sedangkan dimensi lainnya adalah

dimensi honzontal vang dikenal dengan sebutan hablum-minannas yang
mengatur mtual\SI soslal d| antara manusia”

Kedqquan Hukum_lls_lam da]am sistem hukum nasional menurut BPHN

adalah: .

a. Hul\um [slam vané dlsebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-ur.dangan
dapat berlaku langsung tanpa harus melalui Hukum Adat.

b. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan Hukum Islam
sepanjang lmkm_n itu hanya _berlalgu bagi pemeluk agama Islam.

Hartono I\/Iardjono Op C|t h. 11 12.
Abdul Ganl AbduHah dalam Gemala Dewn dkk, Op.Cit, h. 7.
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¢. Kedudukan Hukum:Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat

denvan Hukum Adat dan Hukum Barat. . .
d. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan Hukum Nasional di samping

Hukum Adat. Hukum Barat. dan  Hukum_lainnya  vang tumbuh  dan
berkembung dalam Negara Republik l_ndonesizl.'j
Secara leoritis  dibedakan adanya tiga macam dasar berlakunya hukum.
yaitu:  berlakunya fsfecara ‘\vr'_uridis_ berlaku secara sosiologis. dan berlaku secara
filosolis.™ Scdzmg:ka:n 'Mulémimul Ula menjelaskan bahwa Hukum Islam dapat
menjadi mainsirean, sedangka{n hukum  barat dan hukum adat dapat menjadi
komplementer. hal ini didgsarlcan pada alasan yang kuat. salah satunya adalah
kesepakatan ahli hukura bahwa hukum  yang ideal adalah haruslah memenuhi
syarat ﬂI,osoﬂs,‘)'_uridi‘s?,‘c_{an',,so_é:igologi:s‘ﬁl.
rElcsis"teﬁsi jEIISLIFahSi: 'éyarféal1', ‘dalam sistem asuransi nasional. sebelum
berla_kdnja Uxidaﬁg-Uh"dané'vtélﬁang ‘Llsa]ﬁa Perasuransian tahun 2014 belum sama
dan sederajat dénéa‘n szxéufansi :kc;m\fcnsidnal. Namun setelah disahkannya Undang-
Undang Nomo;:;_;tahu;w3.2Q14: _teréltan.gljsaha Perasuransian secara hukum formal
telah dizl.kvui,sgcara'“_\;urid‘i‘s‘ .péngaluran dual insurance system dalam  suatu
Undang-Undang_tentang Usaha Perasuransian. walaupun belum ada pengaturan
yang hcrsii‘fat »lx’hjl‘leUS?V namun telah mengalami kemajuan  yang fenomenal
dibamdiuggm dengan  Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang  Usaha
Perasuransian. .

a. Dual Insurance System Pengaturan Asuransi Satu Atap

~Anis Mattaidalam bukunya Dari Gerakan Ke Negara menjelaskan bahwa
syarat-syarat. kesiapan menqjd' penerapan syari'at Islam yang paripurna ada
sembilan hg'[; salah satinya adalah "pertunya keterampilan akademis yang handal
untuk dapal"memmns.rm"mas'i;k’ant (legal drafiing) ajaran-ajaran Islam (prinsip
Hukum Islam) -k’e:vdala,m ' forqjx_at' konstitusi. undang-undang. dan derivasi hukum

laimmya ™, *%s oo 47 g

g °f
S

336 Gemala Dewi Op. Cit, h. 19-20.
SoerJOno Sukam_}o, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan
Hukunqag/ Indonesia, Ul Press, Jakarta, 1986, h. 34-35.
' Mutamimul Ula, ‘Penerapan Syari‘at Islam, Tarbiyatuna, Jakarta, 2000, h. 21-24.

38 . .
M..Ams Matta, Dari Gerakan ke Negara Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah yang di
Bangun dari Bahan Dasar:Sebuah Gearakan: Fitrah Robbani, Jakarta, 2008, h. 49.
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" Pernyataan Anis Malta'iini menjadi penting mengingat sebaik apapun
prinsip-prinsip yang ada dalaml~lul<um Islam. apabila tidak dibahasakan secara
bail\".'c:'l.én bijak menjadi bahasa. yang universal. maka Hukum Islam akan tetap
menjadi momok yang, menakutkan bagi pihak-pihak yang selama ini phobi dan
mencurigai - terhadap l\‘e;b‘erada}m' Hukum Islam, sehingga akan sulit untuk
dima'se.ill\'l\'ian dulam‘,lml\’um'}va“os}itii’; Oleh karena itu. kemampuan ilmuwan hukum.
HIﬂLl§\"Elﬂ.S_\"dl'i.flh:dv'dn pb"li;itié'.i [slam khususnya yang ada di parlemen dan
eksekutif Cbagian hukum) a:kap sungat menentukan terhadap bahasa hukum dan
perundang;IUndangan. Di samping itu, kemampuan untuk memahami kitab-kitab
figh klasik menjadi suatu hal yang tidak dapat di tawar-tawar lagi untuk dapat
mentras.fQ),‘_ijlasi,k_an nﬁilai-ni‘,l,ai Hukum Islam dalam hukum positif.  Berkaitan
dengan tlanSf01ma51 h le um Muchsin menjelaskan bahwa

"'S,k:iarah membuktikan bahwa transformasi Hukum Islam ke dalam
/ péi"atunﬁn’ perundang-undangan nasional merupakan hasil interaksi antara

- para ulama dengan- elif -politik atau penguasa. Baik tersurat maupun
_ IC;‘SiraI. bzm_\'ajlq.pri,_n_s(ip—_pri_nsip, Hukum Islam yang terserap dalam hukum
nasional. Suatu kenyataan yang akan memberikan prospek ke depan bahwa
Hukum Islam akan menjadi inspirasi utama dalam pembentukan hukum
na’,sjonal.w :

. Dalam mengantisipasi perkembangan bisnis asuransi syari’ah yang sangal
pesat desvasa ini dan akan terus'mengalami perkembangan pada masa yang akan
datang sudah pasti memerlukan payung hukum yang jelas untuk menjadi dasar
hukum dalam’ menjalankan bisnisnya. Di samping itu. hukum yang jelas
dipertukan” ‘sebagai ‘dasar bagi hakim atau lembaga arbitrase syari'ah dalam
menyelé;‘sgikan sengketa yang terjadi dalam bisnis asuransi syari ah.

_I(El}zéradéa:n lmk’unj yang _jlele'as d_an konkrit yang mengatur bisnis asuransi
syari“ali, juga qi])fel'lU{l\’ﬂl]f.llﬂ[}lk mengatasi terjadinya perselisihan antar lembaga
asuransi“s’}fgiﬁ'ah yan’g ad‘alj dan antéfa pe:rusahan dengan peserta asuransi maupun
pihak ketiga yang terlibat dalam kcgiélan asuransi syari‘ah. Demikian halnva
dengap ;15;1_1;_21115@_ syari‘ah yang dikelola oleh non-muslim belum jelas aturannya.
Untuk i_m:_,,diperlukan : a‘tuy_an hukum berupa Undang-Undang yang mengatur

asuransi syari’ah di Indonesia

**Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di Indonesia. STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h.31.

il
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Peningkatan al\twltas blsms asuransi svari'ah dewasa ini cukup baik.

Pell\embqng,an ]umlah puusahaan asuransi syari’ah maupun pembukaan kantor

Czlban_g baru asuransi; syari ah l;onwnmonal telah memberikan stimulus pada

masyarakat lllellgcllai;nlleénjaﬁifiinvcstasi usaha dan perlindungan untuk masa
dcpah’vand lebih bml\ ‘?dcnuén: ‘aidasar:kan'pada prinsip tolong menolong.

(
Meslxlpun ludapclt pemngkaldn permintaan atas bisnis asuransi syari‘ah.

lidak semua ncwua muwedm]\an perangkat hukum yang lengkap. berupa

. Y ~ 1o 3 S e T 1 ST evAart . ;‘ shye ’ﬂ'l
Undang-Undang yangrl\'husus yang menunjang bisnis asuransi syari'ah Sebag
1 H b ] * 0 « s s £ < ’ =Y g 5 3/ I‘:

perbandingan Malaysia cukup beruntung. pada awal dimulainya ekonomi syari ah

(Islamic bankmq cmc/ l(lk('lﬂﬂ'S")/.S'((’IH). telah berhasil membuat Undang-Undang

Syari’ ah yaltu Taku/’u/ 4c/ |1984 Sement’na Indonesia sampai dengan saat ini
belum ada _Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang asuransi
svart’ ah Yans_ ada saat 1m t?alu pengaturan secara bersamaan dalam suatu
bndan;: Undan" (c/z/a/ insur ance i \Iem)

Pwtmg ddall\’d halmomsam hukum dalam sebuah Undang-Undang yang
mengatur tentang asumnsn syari’ah cllsebabl\an karena dalam asuransi syari ah
terdapat bc_b_crapa karal\'tcnsuk yang berbeda dengan asuransi konvensional.
sehingga ti_dﬂk.Anli_un.g_i_kin untuk mengikuti semua aturan yang berlaku dalam
asuransi I<b|1\'eljsiox1al._Sebagi contoh, dalam kontrak asuransi bahwa uang dari
premi yang dib‘ayarkan adzﬂah dalam basis rabarru’ yang akan digunakan untuk
menolong luta%gum Idmnya yang sedang mengalami musibah. Jadi. setiap
peserta asumnsx menﬂemban fungm sosial untuk meringankan beban satu sama

amnya. Sehmg,ga sqatmya penan geung dan tertanggung menjalankan misi

perlind ungan ddn 17()17 pr ofit motnf

Sumntam 1tu John L. I:sposn[o dan lohn O Vool menyatakan: "/slamic
politics are fr equcn//; as,in_some way combining religion and politics. In the
words Q/ modern Islamic movment, Islam is din wa dawlah, that is religion and
state 10 Salah seorang pakar hukum Adat dan Hukum Islam vang gigih

memperjL_langkan dan menyuarakan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia

John L. Esposno dan John O Vool, Islam and Democracy, Oxford Univercity Press, New
York, 1996, h4 . : ‘
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Hazairin menyatakan bahwa “bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang
berlaku adalah S_\'(n'i'al [slam atau sekurang-kurangnya hukum yang tidak
bertentangan-dengan syari-at agama™"'
Dalam mengkaji pelaksanaan syari‘at Islam. perlu diperhatikan empat
pcrsoalan"yaitu pelaksunaan,s‘yax'i”zlt Islam. kelayakan syari’at Islam untuk
dilaksanakan. persiapkan 'pelékézmaan syari’at [slam dan penegakan syari’at
[slam. Pc‘lé]\'sdnnzm.s_\'m'i‘m Islam menurut Mutammimul Ula ada tiga pengertian
vaitu:
“periuma, mendirikan syari‘at Islam itu artinya mendirikan negara Islam.
Kedua. pelaksanaan syari‘at Islam bermakna menjalankan dalam negara
sekuler. Kefiga, melaksanakan syari‘at Islam itu adalah mengintegrasikan

~nilai-nilai__Islam l<edalam kerangka sistem hukum nasional. Yang
dimaksud dmg,an ‘sistent hukum nasional adalah sistem hukum yang

berlaku (hukum positif); hukum yang berlaku saat ini (ius costiturum). baik
yang menyangkut tata negara, pidana, perdata. dan lain-lain. Pada konteks
sekarang, pelaksandan ‘syari’at Islam adalah mengintegrasikan mlal nilai
dan: smem hukum. terutama pada sistem hukum pidana dan perdata.
Undang-U ndang Nomor lahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak
mengakomodir Lentimgusuransifsyari‘ah, hal ini wajar karena Undang-Undang ini
lebih dahulu ada dibandingkan dengan usaha asuransi syari’ah itu sendiri. Di
Indonesia asuransi syariah baru dnmulau tahun 1994 dengan berdirinya Svarikat
Takaful I[’]dOﬂebIQ (S T]) dan dalam pul\embanganma masih mendasarkan pada
Keputusan yang dlkcludll\aﬂ oleh ‘Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen
Direktorat . I (,mhnoa Kulangan Depaxtemcn Keuangan Republik Indonesia.
Materi: l\ematan asuransi yang ada dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun
1999 e Jsahe Crasur inekuni :
(91)13118 I.U.bdhcl_ Pc_gasumnsxe@_n melingkupi  semua aspek operasional
perusahaan asu‘u‘anSI - mulai . dari® pengertian. jenis usaha perasuransian.
l\qmmlnl\an sdmpal dengan l\etcnluan peralihannya. Namun demikian, Undang-
1
Undang let%tbul uda}\ dapal mengakomodasikan semua prosedur yang lazim

dd]dmv()p_u}dslonldl,aSUl‘&HSI syari’ah.

EnSIk/oped/ Hukum /slam Flk Ima 2 Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h.538.

" a2
MutammvaI Ula (Sélanjutnya dlsebut Mutammimul 3), Peluang dan Tantangan

Penerapan Syana(ls/am Jurnal Politik, Akses Vol. 1, No. 1, Pebruari 2001, h. 18.




22
Hal ini disebabkan, antara asuransi syari'ah dan asuransi konvensional
! . R K
erdapat perbedaan vang cukup mendasar di antaranya yaitu:
l. Aqad dalam asuransi syari ah merupakan akad yang sesuai syari’ah yaitu akad
vane  tidak mengandung  gharar (penipuan). maysir (perjudian). dan riba

(bunga).

Dana investasi varg terkumpul rierupakan milik tertanggung. perusahaan

’).
asuransi hanya mengelola dana bukan sebagai pemilik.
5. Adanya prihsip bagi hasil (mudharabal) antara perusahaan dengan peserta

asuransi maupun alﬁfaxl"a perusahaan dengan pihak ketiga yang memanfaat dana
vang dfkclolg pen&eihun asuransi syari ah.

4. Klaim dibayarkan dari rekening I‘@_‘l_"_Sgndil‘i yaitu rekening tabarru’ (ta awun)
.)"@ﬂ‘c»" ;év’e;_'[ak»ei_\;/aln Slfl(-?].al'il .dil‘s:isi,ljk_z_lvn oleh peserta untuk tolong menolong bukan
dé_r_i reli{;ening (jﬁl]@ herusahaan asuransi.

3 "F:idak ’adanya dana ii?xng_ug. apabila peserta mengundurkan diri sebelum
bferaklﬁ\r masa kontrak sé:bdg;éimana yang berlaku pada asuransi konvensional.

0. /éi(ialir}fé_l)g}\falu P_en;gaw.a.s Syari‘ah yang mengontrol jalannya usaha asuransi
syariaB. -l L,

I’c%'becla'an_ ini nwnigpa‘l\'an_‘ hg}l yang prinsip, karena timbulnya disebabkan
oleh ketell‘ikatan _'p_crusah‘aa,n__asurau;‘i dengan prinsip Hukum Islam. sehingga
unsur_pembeda tersebut harus nampak dalam sistem dan prosedur operasional
asuransi S’yzlrif]z_ih;. Dengan_demikian banyak hal-hal vang perlu diatur tentang
kcgiatan l'?jisnis‘,,‘_gslviv_l;ansi syari’ah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1992

A Hal lnl sesuai ,gie_ng‘a:n pendapat Van den Berg dalam bukunya

".v‘\/lz/h({/7?177c/c/c1/7.8'g'77 ‘Rec/jl“’ .(;As,as-asas Hulkum Islam) menyatakan bahwa, “Hukum

Islam ;diPF”“kﬁ“?_; bagi orang-orang lsl,a:m Bumiputra walaupun dengan sedikit

pcn_\_r'_impaﬁpgan-pven_\’impangan”“‘" Seméuara itu. Ichtianto mengatakan bahwa

Teori Rcce/_)_/i()__% m Complexu yang digagas oleh Salomon Keyzer yang dikuatkan

oleh Christian. Van den Berg menjelaskan: “Setiap penduduk berlaku hukum

** Baca Muhaimin, Prinsip Hukum Islam dalam Bisnis Asuransi Syariah, Disertasi Program
Doktor lImu Hukum Wniversitas Airlangga; Surabaya, 2008.

, Sayuti Thalib, dalam Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan
Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997,
h. 54. g




z‘\uznnzm_\;a:‘ :nmsin'g-lﬁf;minﬂ iPenduduk yang beragama Islam  berlaku baginyva
Hukum I’gizim Dumkmn JLlUd hukum vang berlaku bagi pemeluk agama lainnya.
sesual duman hukum auamcmya masing-masing™." Selanjutnya Teori Eksistensi.
adalah teori yang menjelaskan bahwa ada Hukum Islam dalam hukum  nasional.
Menurut teori 1m l\cbemdaan Hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi
suatu l\wyalcmn yzmﬂ tidak - dapat dlpunni\m keberadaannya. Bahkan merupakan
bahan ulama hukum nasloml

Sementam itu; }l.17amn menjelaskan bahwa. “....sesuai dengan Pasal 29
avat (1) U.@‘D 1945. Ne‘gam_:l{epublik Indonesia berkewajiban membentuk hukum
nasional Lndoncsi?a yang bahannya adalah hukum againa. Hukum agama yang
masuk. dan men]adx huLum n,asmnal [ndonasna bukan hanya Hukum Islam saja.
xnelauﬂgan_)yga hﬁ_ukum aoama lain....", R Selan]utnya Teori Receptio a Contrario
dari Sa,yi['ti» Thﬁli‘b 5/'a11g ,merupa_kan pengembangan dari Teori Receptio Exil.
memclasl\an bah\va menulut teon ini berlaku ketentuan:

a). Bd”l onanu Islam bexlal\u Hukum Ishm

b). Hal 1_@5-§_ebut sesual dengan keyakman dan cita-cita hukum. cita-cita batin dan
nmra.hﬁ){a. N Srirn

c). llul\um Adat berlaku Baui orang Islam kalau tidak bertentangan dengan
mama I%lam dan Hukum ]slam ?

Sc.ylk awal burdm asmansn syari’ah hanya didasarkan pada kebijakan
Deputunen Keudmcan I\anena tldal\ ada satupun Undang-Undang yang mengatur
asuransi 5yd11 ah Sclama ni lzm opetasmnal asuransi syari’ah mengacu kepada
U ndang-Undano Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang
S(,bcncunya dlperuntukl\an untul\ pelaksanaan usaha asuransi konvensional.
Nam“” “te]ah bel'dl\unyﬂ Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian ‘'ahun
2014, tCl.l'ad__}-}731'1¥?811311 .\’a.ﬂ,g‘Sali_gﬂlzrfeljoxllelnal. walaupun belum mencapai yang
ideal, karena Sud_éh ada perhatian dan political will dari pemerintah dan DPR

terhadap legalitas untuk menjamin kepastian hukum keberadaan bisnis asuransi

a5

Ichtianto, Pengembangan Teou Berlakunya Hukum Islam di Indonesia” dalam Tjun
Suryaman(ed), Hukum Islami. di Indonesia: 'Perkembangan dan Pembentukan, Rosdakarya,
Bandung, 1991, h. 123. Bandingakan juga dengan H. Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di
lndone%/a STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h..23. -
. lchtlanto Ibid, h. 182-183. !
Ha23|r|n dalam:ictianto, ilbid, h.*131.
Sajuti Thalib, Recept/oA Contrar/o Academica, Jakarta, 1980, h. 45-49.
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syariah di Indonesia. ~ Untuk memenuhi kebutuhan masvarakat muslim dalam
berasuransi. maka pam ponguéuhu di bidang asuransi konvensional membuka
cabang syari’ah seputl Asuransi Syari‘ah Mubarakah. MAA Insurance. Bringin

life. Bumi Putua dan lain-lain melakul\an konversi usahanya menjadi usaha
syariah. - ,

Pcln’crapan Syan at lsl’\m di bxdang ekonomi khususnya asuransi harus
dilihat écﬁagal bugnzm \'anw mtu»ml dari penempan syariat Islam di bidang lain.
Karena Islam busdat ku//uh (menyeluruh). tidak bersifat parsial (atau sebagian-
scbagmn) Kehadiran, .Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi syari'ah di

Indonesia; bukanlah sésuatu yang menakutkan berbagai kalangan. justru harus

dlbml\an peluan&> yanw sama subdgalmdna Undang-Undang tentang Usaha

Pelasumnsx \anﬂ h'my ‘ menoann asuransi konvensional. Apalagi Indonesia
Sc,bdgal salah saty Negala demol\lzm yang selalu memberikan kebebasan kepada
warganyd, sapanjang sesual dcn;:an mekamsme demokrasi dan tidak bertentangan
hul\um dan l\onsutusx yang bex laku.

bvan at Islam sang_,at 14\ ak untuk ditegakkan, apabila ditinjau dari lima
d\pck vnm ‘ clSPGl\ ﬁlosoils \undls sosiologis. ilmiah dan politis. Untuk
memul\l\an xvan ah telsebut ada (|Ul model yang perlu dilakukan yaitu periama.
pumanaan melalm Ieg:,lb]aSl datn kea’ua, melalui konstitusi. Melalui gerakan

leg15‘lasn maksudnya,adalah memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam peraturan

puundano undan;:an sepuu dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-

Undam, Pubdnkq i qnd‘mg Undanu Perbankan Syariah. Undang-Undang Usaha
Perasuransian,_ Undang Undano Zakat, Undang-Undang Haji. Undang-Undang
Peradilan Agama. Undanngndang Arbitrase dan lain-lain.

l(e,pgl‘adéal1 [,I\l/'nc.iang}U‘n‘dang yang mengatur tentang asuransi syari’ah

scbagai“bagian ‘dari si}stem hukum asurami nasional adalah suatu keniscayaan.

l\amnd SLbdumnva telah l\elual belbaga] produk hukum seperti Undang-Undang
Per I\a,\/\_lliall Undangj Llld’lllé l?eradxl_an Agama. Undang-Undang tentang

D | P ale 2
I engelofaan _,Zavl\_at_, Wndang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan
Syariah, Undang-Undang. Surat yariah Negara, Undang-Undang Penyelenggaran

Ibadah Haji, dan lain-lain yang melegitimasi hadirnya Undang-Undang vang

4 -y

“ Mutammimul Ula 3, Ibid, h, 18-19.
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mengatur wmaﬁg ési_ll'ansi::s;vari'ah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi
nasional dalam kcrdn‘gl%a N_eigara Kesatuan Republik Indonesia.

Terlebih lagi s;i.lsten:) asuransi syari’ah secara formal sudah memasuki 20
ahun  menjalankan Bisnis sesuai  syari‘ah bergandengan dengan asuransi
konvensional. Dalam pehl\sanaan asuransi syari’ah beberapa hal berikut ini perlu

dipikirkan yaitu temang pexlmdunnan hukum dan kepastian hukum dalam usaha

1S| upun dengan
asuransi syari ah. serta penyclcsamn sengketa antar para pihak maup

pihak ketiga. Oleh karend itu, peran pemerintah dalam menyediakan payung

Lukum bagi bisnis asuransi syari'ah sangat penting untuk dilakukan yaitu dalam

' b -ansi syari ¢ i bagian dari
bentuk Undang-Undang \ﬂ'ang mengatur asuransi syari‘ah sebagai bagian d:

adanya peny U]udan kepqstlan hul\um bag para pihak.

Kdmdnan fUndzmgb Undano tentang Usaha Perasuransian tahun 2014
sebagai model harrﬁomsa%n hukum ‘bukan merupakan sistem yang terpisah dari
sistem  hukum ‘namonal mexupal\an suatu keharusan. Undang-Undang ini
muupal\an bagmn mteuml (/;7/70/ cn) dwgan sistem hukum asuransi nasional.
sebagmmam model Undang Undang Perbankan yang menganut dual banking
system demlk.lzm halnva d;ngan asuransi, yaitu dengan menggunakan dual
mnsuranc .S \/(’Nl |

Pmlu dll(‘del\dﬂ ]ug:a bclh\\d Islam merupakan way of life bagi Ummat
Islnm dan \\"El]lb .hukumnya :unluk dilaksanakan. di mana urusan agama termasuk
blbnlS di daldmnya tidak dapat dxplsahkan dengan urusan negara. pemerintahan.
politik. cl\onomx hul\um l\camanan sosial, dan lain sebagainya. Hal ini s¢jalan
dengan f'lman \llah SWT yang men> urth hambanya untuk melaksanakan [slam
secara kq/fah menyﬁc[u_ruh)A's'ebagalmana firman-Nya: “Hai orang-orang beriman
maxul\'k.lah kamu ke dalam Islam ﬂec.ara kaffah (keseluruhan), dan janganlah kamu
mengikuti ldl]ékdh 1dl]&]\dh syanhan karena syaithan itu musuh yang nyata
bagimu™ (QS. Al- Raqalah (7) ?0?) Berkaitan dengan hal tersebut, Riawan Amin
menyatakan: ° P;rlunya egera dlbulakul\an dual economic system yang bermula
dari c/uc//.‘/_mnk[mg _i.s%y.s;/cn].:;Ri:zi_\;vgllj mendesak pemerintah segera melakukan
lzmgkuh: be,g'fut unugk»_'iﬁex_ﬂn,gl‘\"a;t]j('a'l_] pangsa pasar ekonomi syari’ah.”™"

o

% Riawan Amin,. dalém Jaftil.Khalil,. Undang-undang Asuransi Syari'ah Suatu Keniscayaan,
www. republikaonline, diakses tanggal 2 April 2007.
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Berdasarkan penjelasan Riawan Amin di atas. menurut hemat penulis tidak

hanva dual economic system dan dual banking system yang diterapkan, tetapr juga

era mumapkan dual insurance system yang diawali dengan melakukan

aF: y p ) 9 9y
perubahan yang 1ncndasar terhadap  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

harus scge

&

(entang Usaha Perasuransian dengan menambahkan pasal-pasal khusus yang

mengatur blsms asurans syari’ah di samping ketentuan yang sudah ada perlu

menyesuaikan dengan ;pcrkembung;m masyarakat dan bisnis perasuransian dewasa

ini. Hal ini telah tercapai pada tahun 2014. dengan telah disahkannya Undang-

Undang lentang Usaha Perasuransian yang telah mengakomodir dan mengatur

tentang asuransi -syariah sebagai bagian dari sistem asuransi nasional dalam
hukum - hul\um pmltlf (pu’lturan puundan& undangan) di Indonesia. Dengan
de mll\mn l\cdudukan dan status hul\um asuransi syari’ah menjadi jelas dalam
pr_espektl ’ hukum di {11d()11e,s_|;1.

N Seum Lil\lual Indonesm sesungguhnya sudah menerapkan dual insurance
ws/eﬁz tetapi secara ]Ulldl% bdum LLll\Up kuat sebagaimana perbankan syariah.
sehmgga yang terjadl kemial\adllan dalam pengaturan hukum. padahal salah satu
tLULmn yang, mendaszn dan asas utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan
bagi semua orang dan, muwcmm]mn I\ch]\ ian hukum dalam semua bidang usaha.
l)enocm lldal\ adclnva Undang L ndang yang khusus mengatur asuransi syari ah
dahm huI\um asunanSI nasional.  secara tidak langsung pemerintah telah
mencnptakan ketldal\adllan d'ilam hul\um dan tidak memberikan kepastian hukum
dan mllmdungan hul\um yang sama (seimbang) bagi usaha asuransi syari ah
dalam hukum ndSIOhdl Sunestm\ a sebagai negara hukum semuanya memiliki
lwdudukan yang sama dihadapan hukum  (equality before the law). Dengan
del_mlqan_ pe.ngamran: ;.satq I'z?tap (secara bersama) dalam sebuah Undang-Undang
akanf terasa i13_dgh daﬂ;‘ harmonis, walaupun harus diakui kedua sistem memiliki
pcrbiedaan__‘_S'elﬁinggla vléms'infg-:nj)asing. memiliki karakteristik yang perlu dihormati
dalam l(gbl)jllpkzlagw :(plgiqu‘it‘as hukum di Indonesia) yang tidak mungkin
semuanya .dapat diL-iﬂi\/idei' se"u‘a?keseluruhan Adanya perbedaan terhadap

I\uiua \Mcm axmansn bukan belartl sqlmg: bertentangan. karena keduanya masih

dapat bu]alan secara hal monis unlul\ mewuludkan kesejahteraan masyarakat.
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Oleh karena itu, sudah fsaalnya bagi pemerintah sebagal penanggung jawab
dalam negara hukum untuk segera mewujudkan Undang-Undang vang khusus
mengatur tentang Asuranst Syari ah sebagai bagian dari sistem hukum asuransi
nasional. agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam usaha asuransi
svari*ah di Indonesia. 'Sehingga semua warga negara memiliki kedudukan yang
sama-dalam hukum termasuk Ummat Islam vang merupakan bagian terbesar dari
penghuni negeri ini. Keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi
syari’ah juga merupakan bagian dari kebersamaan Ummat Islam untuk hidup
bcrdampinﬁun secara haﬂ%monis dengan ummat lain sebagai bagian dari
pengamalan Pancasila, l_JU;D 1945 dan kebhinekaan Indonesia dalam bingkai

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

i :

‘ Ad_}anya‘harmpn_i_sasﬁ h_,ukunﬂ dalam bidang asuransi. akan mempercepat
plOSCS penc_ap_a‘ian. tujuan }%’enﬁbangun:an nasional khususnya di bidang asuransi.
2 i o 2 | o
I<eh_¢radz1an Undan_g—Undalﬁg ini juga secara tidak langsung akan berpengaruh
pada proses percepatan pefkemb;mgan bisnis asuransi syari’ah di Indonesia. Di
samping itu. yzmg lerlpentiﬁg.éda_lah terwujudnya kepastian hukum bagi bisnis
asuransi, sehingga setiap liigsalalw vang akan muncul dapat diselesaikan dengan
mekanisme hukum vang jelas dan anRri[. Disinilah pentingnya pengaturan
lcnlz.mg asuransi syari’ah dzl;‘lan‘), suatu Undang-Undang sebagal model harmonisasi
hukum dapm m_el_l_jalan"kn.n fungsi.n__\a.a yaitu mewujudkan rasa aman (perlindungan)
dan keadilan gel'ta kepa,slial} hukum bagi semua pihak.
'l‘)azlzll_t'n:_lv(z’}itau .'deng'%m :>pengéturan tentang asuransi syari'ah dalam suatu
Undang,—U,n,demg.__’pe'i‘ly di;.);ertf]i,mbangkan apa yang dijelaskan oleh Srj Redjeki
Hart‘ono giglam Bu:kun'ya Hukum Ekonomi Indonesia. dijelaskan bahwa:

.. ‘:‘K_a‘iin_n‘ penga't‘uran: kegiatan ckonomi pada umumnya diakomodasi oleh
" hukum. ekonomi yahg meliputi dua ranah sekaligus, yakni ranah hukum
. publik dan ranZ}h‘ hukum privat. Ranah hukum publik. berada pada wilavah
wewenang Negara sebagai pemegang otoritas publik dalam bentuk cambur
tangan Negara dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan di dalém
~masyarakat. Oleh karena' itu hukum publik  sifatnya m::ngatur dan
}PC”?H]\;_S%{- ‘_Se_;n}?nt:ara‘ ttu, ranah_hukum privat merupakan ranah pribadi
pada subjek hukum yang melakukan interaksi dan transaksi. jadi sifatnya
hanya pengatuian saja”>' - | - o ’

e | o
(5
i |

51 5. 2 . :
Selengkapnya baca, . Srj Redjeki Hartono (Sri Redjeki 3 ] ‘
Bayumeqia Publishing, Malang, 2007, h. 38-39 ( A S (S e

1
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Ap.ab'ila'.pcniel'aSan terse"But'dilerapkan pada hukum asuransi. maka hukum
ﬂstllaﬁsl dlpa\un”l oleh dua ldnah hukum sekaligus yaitu ranah hukum publik.
dalam bentuk mmpun ang,an nugala dalam mengatur persyaratan dan perijinan
bisnis asuransi dan ramuh hut_,\'um privat dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh
par plhak Di MaIaySM dalam Taku/u/ ler. telah diakomodir dua ranah hukum
sdulln_us di mana lclllah Thukumi publik dalam bentuk pengaturan tentang syarat-
S)Ial'atvpen'dirian pe'l'usa:]wan asuransi takaful (Sec 2. 8 ayat 5 (b). sec. 18 ayat 5).
sedangkan pcngutul'an; vang bersifat privat adanya pembatasan umur peserta
asuransi lakai‘u‘l minim{al 187tah'_tm (Sec. 64), keharusan memberikan informasi
yang jujur (see: 28). 4

Sebaual pubandmwan Mahysm lebih dulu menyiapkan perangkat hukum
tentang clSLHaI]Sl syari’ ah dlbandmgl\an dengan Indonesia. Sejak tahun 1984
punermlah Malaysla telah mem,eludll\an Undang-Undang yang dikenal dengan
Takaful /I_c/.ﬂ' sebagal dasar 1,1uI§L_1m_ operasional asuransi syari'ah. Dengan adanya
Undang-Undang ini__;b}isnisu.asqra!h,si syari’ah mendapatkan perlindungan hukum
dan jaminan. k@[gastiaﬁ hukum dalam operasionalnya.

: . i e -

B@be_r.apg ketcnftuan penting dalam_ Takaful Act yang perlu menjadi bahan
l\a]ldl] untuk d1akomodn dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang
menoalul tentan(yasuxansl,,svan ah di Indonesia di antaranya adalah scbagai
berl kut :;

1

I Sumber hukum asm:a‘ns‘i takaful harus.sesuai dengan prinsip Hukum Islam

(Sec. 11 a)al l a)

(8]

Pl
1 enwerllan asulanm takaful tal\a ful keluarga (family). takatul umum (general).
dan retakaful (Sec 1)
i
3. Dalam pendjrian asmanqr mkaﬂxl harus ada persetujuan dari Dewan Syari’ah
(Syari (//7 Adwso/y Councz/) (Sec § ayat 5 b).
4. Keber adaan .De}""‘r}‘?é\"f“'l ah pe_rlu dikritisi. karena di Malaysia masih berada di
bawah Bank Sentral. (SLC,, 3 ).
3. Pengaturan tentang re- al\afu (Sec 23).
6. ¢ . i ~.. -.. 58 ) 4 " = .
Sve.lam p'l.ll]SIp-plmSlp : asuxa_nm dalam Islam seperti mutual co-operation,

'\'Q/',‘,/C’.’f{’):’»_j(.j_.a_“V‘/_"’:'”{/"’.Y’J/70<?9/'; (Sec. 2). juga prinsip-prinsip asuransi modern

L
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diakomodasi: seperti l’ri'nsip'.1;7&’&)77171’/_)'. prinsip good faith (Sec. 55). Walaupun
dalam Takafil Act belum di atur-tentang prinsip inswrable interest dan prinsip
subrogasi. prinsip ini periu dimasukkan dalam Undang-Undang.
7 Penvelesaian sengketd (Sec.63).
[/sulan ini sebagai bahan masﬂkan dalam proses pembentukan Undang-
Undang yang mengatur asuransi syari ah dalam proses legislasi sebagai bagian
dari proses ‘harmonisasi prinsip hukum asuransi dalam pembentukan hukum
asuransi nasional. Harmonisasi hukum ini merupakan upaya perwujudan
integrasi prinsip hukum asuransi-syari'ah dalam hukum positif (UU) scbagal
bagian dari sistem hukum 1v1asiona£l‘yang berdasarkan Pancasila. UUD 1945 dan
kebhinekaan sistem hukum }ndopesm dalam masyarakat yang majemuk dan
Ilmalnstxs | , A
Bexdasml\an umlan di. alas l\edudul\’m asuransi svariah dalam sistem hukum
asuransi nasronal scbelum I\e]uarny Undang-Undang tentang Usaha
Perasuransian tahun 2014 (setelah 70 tahun) belum sederajat atau sama dengan
asuransi konvensional. Namun setelah keluarnya Undang-Undang tahun 2014.
sccara \'uridi§ kedudukan ,asmanS] syariah sama/sederajat dengan asuransi
konvensional dalam hul\um asmanm nasnonal di Indonesia. karena sistem hukum
lndon;cjsm_telah menganut dual insurance system (dua sistem asuransi diatur
secara bersamaan dalam S_ﬂt..u.Und:ang-Und.ang tentang Usaha Perasuransian. yang
telah disahkan oleh DPR RI pada hari selasa tanggal 23 September tahun 2014).
\wlaupun belum clmtm secala l\husus dalam Undang- Undang yang bersifat

{

khusus (lex s/)cclullls) - :,,l_‘
: R 5 -

4.2. Aturan '”ukurfn V:mglMe,n'dnsnri Bisnis Asuransi Syari’ah

Asmalm svanah masxh mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun
1992 tentang Usaha Penasu:ansmn Sehingga secara operasional asuransi syariah
masnh mengacu,pgda .regulgs;_”yang (dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa
Peraturan Puncnntah melalun Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 /o
Peraturan Punermtah Nomox 63 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2008 tentan0 Penyelenggaxaan Usaha Perasuransian, maupun regulasi

Menteri l\cuangan yang b_c,l"]v\‘al,vtan.;deng_zm asuransi syariah dan juga tatwa yang




30

dikeluarkan oleh MUI melalui Fatwa DSN-MUI vang berkaitan dengan asuransi

svariah. _
Regulasi yang ada tersebut sudah lebih baik dan mendukung pertumbuhan

o i . Fah PO 4 oy ”

dan perkembangan asur ansl \\(umh karena regulasi tersebut  dikeluarka

pemerintah melalut \luuul l\umm,dn berkaitan dengan asuransi syariah. namun
C <

coulasi vang ada dan Fatwa DSN- MUI belum bisa mengakomodasi asuransi
CE (b yallg

svariah karena Fatwa DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan hukum. sehingga
SVcllc I\ C : |

diperlukan peraturan perundang-undangan yang sccara khusus mengatur asuransi

' P a [Lembaga Keuangan
svariah. Pada tahun 2011 Badan Pengawas Pasar Modal dan ge

' ; saha asuranst  dan
(Bapepam-LK) -menerbitkan  peraturan terkait dengan usaha asuransi  d

ICQSUIJHSI dengan ])ll[]\lp s\anah )jait,u._temang laporan usaha dan penyediaan
dana untul\ mengantisipasi rlSlkO l\em(rlan

Ketua Badan Penwa\vas Pasal‘_;Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-
LK) ddalah l’emtman Nomm PER-O()/BLQ()H dan Peraturan Nomor: PLER-
07/}31 /701 |. Peraturan Nomor; PER-06/BL/2011 mengatur tentang Bentuk Dan
Susuncm Laporan Serta P_cn.gt-unuman Laporan Usaha Asuransi Dan Usaha
RedSLllanbl Dengan Prinsipi Syariah. Sementara Peraturan Nomor: PER-
07/BL/2011 mengatur tentﬁng Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang
Diperlukaﬁ‘ Untuk Mengantiéijpasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru
Dan Perh:ilungan Jumlah Dzinﬁ Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk
Mengzmtisipasi Risiko Kemuiﬁn Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan

aha Asuransi Dan Usaha Redsuxansl Dengan Prinsip Syariah.

Pelaluxan dlmél\sud melupakan amanat dari Pasal 4 ayat (3), Pasal 25 aval
(4). Pasal 40 avat (5) |d<m Pasa] 45 aya[ (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
ll/PMl\.Ql.()/20]] lenImL Keqdmtan Keuangan Usaha Asuransi dan [Jsaha
Reasuransi Dengan P rmslp Syariah. Peraturan Ketua Bapepam-LK itu antara lain
mengatur l<ewajiban perusfalﬁan asuransi dan perusahaan reasuransi yang
menvelengoala]\an seluruh dtau sebagian usahanya dengan prinsip syariah untuk
meHOhlthU |umlah dana vang chpellukan untuk mengantisipasi risiko kerugian
yvang munUl\m tlmbul suba;:al akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan

dan/atau ke\vaplban dana fulm//u Juga kewajiban menghitung jumlah dana yang

harus disediakan .un_luk,m,en.ganllls_lpas_i risiko kerugian yang mungkin timbul dari




keeagalan dalam proses produksi: - ketidakmampuan sumber daya manusia.
dan/atau sistem untuk berkinerja baiks. atau adanya kejadian-kejadian lain vang

mcmml\an sesual: dmgm puionmn yang telah ditetapkan dalam Lampiran

Per mnan Ketua 13

Peraturan dimaksud mengatur - kewajiban  perusahaan asuransi  dan
perusahaan reasuransi vang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya
delwcm prinsip syariah unlul\ menyusun laporan perhitungan dana rabarrie
tahunan dan triwulanan (untul\ asuransi jiwa dan kerugian dan usaha reasuransi).
Juga kewajiban menyusuii laporan dana perusahaan tahunan dan triwulanan
(untuk asuransi jiwa dz\n: kerugian dan usaha rcasuransi), dan laporan dana
in\'estasi peserta tahunan dan 11‘i\\£U|8ﬂ£ll1 (.umuk asuransi jiwa), serta laporan dana
]dmman tahunan dan m\\fulalnan (asmansx Jiwa dan kerugian dan usaha reasuransi)

SLSU&I dengan pedoman yang telah dltetapkan dalam Lampiran Peraturan Ketua

Rapepam LK |
Dalam 1an<rl\a umul\ leblh men]amm peningkatan perlindungan terhadap
para pemegang ])OlIS p(lda pemsahaan ‘perasuransian. menciptakan iklim usaha
perasuransian yang Iangauh. dan mendukung perkembangan usaha perasuransian
nasional. maka I\emenunan Keuangan Bapepam-LK. bersama dengan Dirjen
telah menetapkan bebuflpa Keputu‘;an Peraturan perundang-undangan yang telah
dll\clu(ul\an pemcnntah belkaltan dem,an asuransi syariah yaitu:
Q. l_’,erltur‘ln l’crundang Undangan _
1), Kitab UndanD Undan0 Hul\um Ptlddlcl khususnya yang mengatur tentang
£ H
f perja_n‘uan_ pa_da umumnya.
[Sitab. Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagai dasar hukum
[%\m}ian_iign z:wg_ml;mjsi,. = ;
3) _YUndzu]g-Ideaﬁg I\']om:m"?.']"a-lmn 1092 tentang Usaha Perasuransian.
Dari segi hukﬁin positif, asuransi syariah masih mendasarkan pada KUH
‘Perdatn UHD UU Nomon Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Adenwan Pualman Pelal\sandnm yang sebenarnya kurang mengakomodasi

asumns] Islam di Indonesla l\cuena tidak mengatur mengenai keberadaan

asuransi beldasaxl\an pnmlp syarlah Namun setelah disahkannya Undang-

o

=




wn
S—"

42
ttd

Undzmg tent;ang Usaha Perasuransian tahun 2014 berlaku dual insirance
. T -

system. sep_anja:hg tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Umlzmg-Undan;g Nomor 3 Tahun 2006 tetang Perubahan atas Undang-

Undang Nmﬁfoir 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. yang mengatur

salah satu k_échahgan Peradilan Agama adalah untuk menyelesaikan

écngkcta elé(momi syariah diantaranya tenlang  asuransi  svariah

sebagaimemaQfdiamr dalam Pasal 49.

Peraturan Pe}nerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perasui‘ahsian.

Pada Kelenluan tentang pelsyalatan umum  perusahaan perasuransian.

: yaltu 1sal 7 PP Nomon 6g Tahun 1999 disebutkan bahwa sekurang-

: kummnya 70% da,n modfll dmetm yang dipersyaratkan. harus ditempatkan

dalam bentul\, dtpOSIIO beuam,l\a padd bank umum. Ketentuan ini tidak

d'l} at begltu saJa dltelapl\an Umuk asuransi syariah, deposito berjangka

©yang d]ounakdn haluslah yang sesuai dengan syariah. Sementara itu.

i

dalam Pasal Ig PP Nomm 03 Tahun 1999, investasi perusahaan asuransi

: i
ddlj_ reusumr?m dllsyarat_l\'an pada jenis investasi yang aman dan
men”lmlungl\nn serta lﬂemllll\l tingkat likuiditas yang sesuai dengan
lf@\\/l]lbdﬂ vang halus dlpenuhl Untuk asuransi syariah, persyaratan
il]\;gslzlsl tersebut h;\l_‘g]% ;dnt‘ambah dengan jenis investasi yang sesudi

dcnga'n svari‘ah.u i )

; T-., ;

segl, prcm,l asma1151 asumnm syariah mempunyai ciri khas

Dmn]au dar.

yano belum dltampung dalam ketentuan penyelenggaraan usaha. Pada

asunans) avmmh premi yang‘ dibayarkan dibagi menjadi dua bagian yang

.;claq pmsmya yantu tabungan dan derma. Bagian tabungan inj akan tetap

menjadi m]hk peserta dan pada akhirnya akan dikembalikan pada peserta.
Scdang]\'anibaglan_ derlpa.dqm awal perserikatan sudah diikrarkan untuk
tu_jugn i, chapun hak dari setiap peserta adalah akan menerima derma
dari peserta lainnya séjumlah tertentu apabila suatu musibah menimpa

seorang peselta Qelam ]tU perlu ditambahkan ketentuan mengenai

IL‘
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(9%}
)

ketentuan bagi hasil yang diterima oleh peserta asuransi / tertanggung dari
pihak penanggung atas investasi yang dilakukan.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perasuransian.

7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi
gung g |

Hukum Ekonomi Syariah.

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan

Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasurans

dengan PrinsipiSyariah.
‘ !

9) Peraturan Menteri ‘Keuangan Nomor '1/PMK.010/2011 tentang Kesehatan

r,

Keuangan Us aha /\ﬁmansx dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

"

IOH\cputman Menten Keuangan ~Republik  Indonesia Nomor 424/

KMK. 06/70 Iemang Kusehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan RC'lsuranSl Kucntuan yang berkaitan dengan asuransi svariah
{ercantum d:llam Pasal 15 sampai Pasal 18 mengenai kekayaan yang
dlpul\ulanl an haru_s _dlmlllkl dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

') Keputusan - Menteri Keuvangan Republik Indonesia  Nomor 426/

KMK. ()6/7()(“) tunang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusa haan
Asuransi d'm Perusuhaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapal
dl|L1d|l\an dasal unml\ mcndml\nn asuransi syariah sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 3 yang menycbulkan bahwa “Setiap pihak dapat melakukan
usaha usumm/ alau’ usaha reasuransi- berdasarkan prinsip syariah ...

Ketentuan yang bell\axtan dengan asuransi syarjah tercantum dalam Pasal
3 sampai dengan Pn_gz:al 4 mcngona} persyaratan dan tata cara memperoleh
1Zin usaha»p_e‘.ru.se‘lhaan:asur:msi dan perusahaan reasuransi dengan pnnxm
syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip
S\anah dari pelusahaan aqulansx dan perusahaan reasuransi konvensional.
dan Pasal 3 --a mcngu]al pcmbukaan kantor cabang dengan prinsip syariah
dari pexusahaan _asu;qax?!sn dan perusahaan reasuransi dengan prinsip

svariah.




12) Peraturan Mgenie'ri Keuangan  Republik [ndonesia ~ Nomor
l&P:\IK,()l()/Q()il() :;Tcmung Prinsip  Dasar Penyelenggaraan  Usaha
Asuransi dan ‘Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

15) Keputusan :Mcnl.cri Keuangan  Republik  Indonesia Nomor
L1//P [\I\OIU/7OI1 témunn Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan
Usaha Redsumnm Denuan Prinsip Syariah.

I4) Peraturan I\xlua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Nomor: PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta
Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip
Syariah.

I5) Peraturan Ketua Badan g'P,c.nga_w@s,Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Ndlﬂél‘; :I’EI_{-.O;()/BL/?,Q‘II'I_ lentaf)g Pedoman Perhitungan Jumlah Dana
yang dlpellul\an untuk meng antlslpa51 Risiko Kerugian Pengelolaan Dana
Tubarry” dan Pg:rh]tpngan Jumlah Dana vang harus disediakan Perusahaan
Untuk Menganétisipzyéip Risiko Kerugian yang mungkin timbul dalam
Pvenyclcnggaraaln Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip
Syarial. _

16)Pumuian Kctua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Nomm PER- 0()/BL/701] tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian
lapomn Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan

Asuransi Atau Pcnusahaan Reasmansl Yang Menyelenggarakan Seluruh Atau

Sgbfwum Usalmn\d Deng_r,an leslp Syariah.

17) Pcmlman Kctua Bapepdm L. K Nomor: PER-07/BL /2011 tentang Pedoman

Pcrhltunﬂan lumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko
Kerugian Penwelolaan Dana 7(//7(///7/ dan Perhitungan Jumlah Dana yang
Ilcuus Dlseclmkan Pelusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian
yang Mungkm llmbul Dalam I Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha
Reasuransi denoan PllI]S]p Syariah.

lS)Pelatunan Kc,tua Bapepam LK Nomor:PER-08/BL/2011 tentang Bentuk
dan Tata Cara Pcn\ ampamn Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas

) S ;
S\anah Iada Puusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasurans yang




oI
N

é\/’lenyclcn\:\b arakan Selu_ruh atau  Sebagian Usahanya dengan Prinsip
Syariah.

19) Keputusan  Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/
LK/2000 tentang Jenis. Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan
Asuransi dan l’eruszihaun Reasuransi dengan Sistem Syariah,

b. Peraturan yang terkait dcngan Hukum I[slam

1) lel\\;el Dewan Syarialy :Nasionul Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang
Pedoman Umum Asuransi
Dalam menjalankan usahanya secara syariah. perusahaan asuransi dan
reasuransi syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh
De\van bvanah Nasxonal Ma]ehs Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan
S\'anah l\asxonal Malells Ulama Indonesia Nomor 21 / DSN-MUI / X/

7001 tentang pedomdn umum asuransi syariah. Fatwa tersebut di

l<eluall\(m l\mum regnlasn yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk

muualanl\an a%manSl secara S\ le]’lh

2). ch\a Dcuan S\culah NclSlOﬂd] Nomor: 53/DSN-MUI/I11/2006 tentang
Akad labanu Pada Asmansn bvanah

3). Fatwa .DC\\’/H‘H Syarl aJyNasnonaI Nomor: 51/DSN-MUI/I/2006 tentang

Akad I\/]ud_haljabah'I\l/Iusi/aral\'ah Pada Asuransi Syariah.

4). Fatwa _DcW;m_Syar}i'al)__NasiQnal Nomor: 52/DSN-MUU/I11/2006 Tentang

Ak_ad .f/f/('l/(‘(f:I[.Zl/’I ;Bi/.Q/r(/jz Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

,.\;. ] 3 ; . 16

4.3. Per mdsalalmn Ilukum BISI]IC Asuransn Syariah.
a. Per masalalmn dalam I’enerapan Asuransn Syariah

PUH]HSHIHI]HH da]am DIQLTGI\,SSLHQHS! syariah di Indonesia di antaranya

adalah: Y
) ol : 2 ! wE ; .

1) Perbedazm peqdapat masalah asuransi. Banyak pendapat yang masih
munpu anyal\am masalah I\chalalan dan keharaman asuransi. Hal inj
disebabkan oleh pemlklran ummat Islam itu sendiri yang belum percaya
du1__\me]al\sa’nakdn_’ prpses ‘peg'ekonomnan dan aktifitas perniagaan sesuai

syall'[iah [slam.




2)

6)

i - 36
Le;)ali-las lbclunz kuat. Dalam hal ini karena belum adanya peraturan
pelundano undanwan vﬂng l\hu%us melandasi asuransi syariah. walaupun
sudah ada U nd(mg Undano tahun 2014. Oleh karena itu. perlu adanya
Lcm'hoszm kL)nULIk\IH dzm hcnlul\' pengutan secara yuridis  chsistensi
asm(mxl x)mmh bcuk buupa Undam_ Undang (UU) vang Khusus atau
Pcmlumn Pemu intah (PP) pc,lal\sandn\a
/\dan,\*a l\’é‘ié‘]a‘Sféll'l uhtara hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat
dalam kcg:i;ilan;iusurénsi syariah. Dalam hal ini. hak dan kewajiban antara
pthak tert;anggimg dan pihak penanggung perlu ditegaskan secara
transpamn; Iernjusuki dana rabarru’ yang terhimpun dalam perusahaan

asumn& syandh dan belum ada l\ontxol pengawasan terhadap kumpulan

ik

d'ma Iubar; Wi

! =
Pcmbumhan Qumbel Daya I\/Ianuqm pada perusahaan asuransi syariah
yana saat l]nl maxlh beronentasx pamdlg:ma konvensional. Oleh karena itu.
d]pellul\an adama pemahaman secara mendasar oleh SDM yang bergerak
ada mdusm abunansn S)almh Iemanu asuransi syariah.Kurangnya tenaga
ahll vang muwua:al a%uxanxl syariah menjadi hambatan dalam penerapan
asuransi sccam wauah TCllbblh hal ini akan menghambat pelaksanaan
OpC aslonal dan mekamsme asuransi syariah secara mendasar dan
men) elm uh //((/[/uh)
Punahaman Ulmmat Islam nlaldm menerima asuransi syariah sebagai

bag,mn dclj'
i

N lcmba;:a keuanoan masyarakat dirasakan juga menghambat
l

pumapan pnnmp syaqah dalam asuransi syariah. Masyarakat dinilai

I\Luanu_ memahamn plmslp daseu ‘hukum dan tujuan asuransi svariah
sohmq,a 1erda* at '11718/3018('/)\1 antara asuransi syariah dan asuransi
kon\ ensumal y ang3 dxang 24P sama.

Dul\ungan pu////( r// will dan pthak pemerintah. dalam hal ini Otoritas Jasa
Kuumuan Dgpm;{e{me.n Kc;Ll_lzmgan RLunwk memberikan dukungan
1.361_:1gemb_al.1gzm_‘ ihdusty? asuransi  syariah di  Indonesia. Dukungan
p_@l‘_‘l)c,l"iljtahl sanvgati_minim dari segi kegiatan maupun pencanangan yang
dilakukan oleh pemcrmtah termasuk aturan hukum yang tertinggal

dlbandmgkan m%ma _l@m dengan praktek asuransi syariah. Hal ini




Sel‘i.z:li'us-n)’a‘ disadari oleh pemerintah. bahwa asuransi syariah khususnya

'c].‘SL;_iI-'anSi syariah terbukti kﬁat melawan krisis ekonomi yang melanda

fncijo&wsia pada iwhu:n .19;98 dan krisis ekonomomi global pada tahun 2008

yuﬁg lalu yang mungkin ul\'a,n’ lcrjudi lagi pada masa yang akan datang.

AsLnanm pada ;umumnva amﬁ yané, sering disebut dengan asuransi non
s.\'zn'iah masm luddpdl pdndangan mengenai halal atau haramnya asuransi
tersebut dari sudut pandang Hukum Islam. Untuk mengatasi adanya perbedaan
pendapat tg'éysehul. makia dimunculkanlah asuransi syariah vang berdasarkan pada
Hukum Isljéhm

Pgﬂi_i;ynxg”a.s_?L_u_'z_x‘ns.i':Sf)/gria‘l.q_ juga karena adanya permasalahan dalam
asuransi non S)anah -_\/ang., p,ev:r‘teliltanga_n d_;llga11 ajaran Islam. Asuransi syariah di
lndoncsia‘f:pada umumnya - dipandang - masih bersifat non syariah yang
berlentanganidengan ajaran Islam; Ha-l::texis’eb,ut menimbulkan masalah mengenai
halal d_a.::‘m h_;igzuﬂl@ﬁ .215_11.[-'2)11151__ t¢,1'$¢b}11__ dari sudut pandang Hukum Islam.
Permasa]qj_mul_ai_n__asuranshsy_qri_alﬁ_djantaran)v'a:
) Fungs"i“Asmizmsi |

Pada ‘.e_sgmi_n_va asuransi syariah memiliki fungéi vang berbeda dengan

asuralnl:s_i konvensional, di mana dalam asuransi syariah perusahaan asuransi

(8]
-~

]ad WaJ\alah Asumnsx ,
Aqad na/ar/ah halus dlluanél\an dalam bentuk surat pernyataan memberi

kuasa’ :_}Jelj\\'algllill1 kepada. Perusahaan Asuransi Syariah oleh Nasabah atau

pc%crlu asuransi syar iah,
o

50
S

I\qelasan akad pembaolan hasll

Dalam perjanjian asuransi mudharabah. pengelolaan dana premi takaful
l\'ClL'l_Ell.g?H da!am unsur abunaan dengan .perusahaan asuransi syariah sistem
pcm‘bg‘giaq_ n_i;_lsbal.],sebe,sar 50 % untuk nasabah dan 50% untuk perusahaan

0,
asmanSI 60% UmLLl\ klta dan 40% untuk perusahaan asuransi. Gemala Dewi

men;_elaskan bahwa seha[usnya pembagian nisbah tersebut 70% dan 30%




hal ini dikarenakan pihak asuransi hanva mengolah dana dari nasabah untuk

di i11vesfta§ik;111. Dalam:buku ini dijelaskan pula bahwa pembagian 70% dan
30% tersebut untuk nuénlmh sebesar 70% dan 30% untuk biaya operasional
pcrus;llﬁlmj asuransi.

Hal -ini sesuai dengan syariah Islam. Meskipun dalam “Fatwa Dewan
Svariah Nz-lSionn! Majélis lJImﬁa Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001
( lcntan‘g Pedoman Umum  Asuransi Svari'ah dan TFatwa Dewan Svariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MUI/1/2006 tentang
| Tabbdfu’ Pada Asuransi Syariah” tidak dijelaskan secara mendalam tentang

penlnbégigg?cfign?_:'ni_,sb,al] isec;a_rgjpgs;i._qan sah menurut syariah Islam. Hal inilah
yang vm‘e;.n)‘b_ua.t riskan akan adanya unsur menguntungkan diri sendiri bagi
pihak }?._C{.Uﬁ@ha;l,n- dilgarcnal\‘_aq dalam sistem penawarannya pihak perusahaan
asur_g‘nsi S)}a_rial_j .ber_usaha mendapatkan keuntungan yang sama besar dengan
nasabahny'i
4) Al\ad I\/]eng“andung> (//m/ ar (Kuxdalqc[asdn)
Akad asuransi syariah 111&13411 ada yang mengandung hal yang kurang pasti atau
f\’/?Cl_/'Cl/'. Mdl\sudn) ' penanggung dan tertanggung tidak mengetahui secara pasti

;umlah yang dlelll\dﬂ ddn ]umlah yang diambil. pada waktu melangsungkan

akad. Walaupun saal ini bcbuapa perusahaan asuransi syariah mampu
menoctahun dengan pasll sebenapa besar akan menerima uang (premi) dari
ndsdbqhnya yang 1kan qlsctqr_kag] ke rekening dana seluruh peserta (tabarru).

namum1_1asajbah,a‘rau pihak berusahaan asuransi svariah masih belum bisa

mengetahui atau menentukan dengan pasti berapa klaim yang akan diterima
nasaba_h.‘, I§a1_a;1pp;11 ada. Semuanya -masih berupa perkiraan atau asumsj.

1 ladalml ,seha;u_su,ya al\ad ini mcrupakan akad yang jelas. berapa yang harus

dibayar dan apa yang akan d]dapal - Dan akad yang bersifat gharar ini

hul\umnya dlhalamkan d1 dalam syariah Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah

Gemdld De\V| As/)e/f Aspek Hl(AZ/m dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,
Ldisi Revisi;(Jakarta: KEncana Plenadﬁ Media Group. 2006). him 133 '




SAW berikut inii “dari Abi Hhurairah ra herkata halwa Rasulullah SAH
nelarang jual beli dengan- cara melempar batu dan jual beli dengan cara

dharar.”™ (H.R Mu:.s‘]im)‘

Akad Penundukan

I

Asurdnsi syariah saat ini adalah akad yang merupakan penundukan pihak yang

Kuat I\'cpadd pihak yang lemajlh.' Pihak yang kuat lebih dominan terletak pada

pihak pérusahaan karena dialah yang mencntukan syarat-syarat yang tidak
dimiliki tertanggung. Syarat-syarat yang dibuat oleh pihak perusahaan asuransi
svariah telah dibakukan pada akadnya atau perjanjiannya. Perjanjian yang telah
LIil‘)%ll(leﬁl;1..£(é_l_‘S€le menimbulkan posisi perusahaan asuransi syariah menjadi
Ie"bih}_ }gu_.at':_-:cji.ib.andinglgan dengan pesertanya. Hal tersebut menyebabkan
pertentangan dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariat [slam atau
prinsip persamaan kedudukan hak dan kewajiban para pihak.

0) I\/Icnwandun;: Unsur Pm]uclyxn .

I’_enerapap asuransi syariah . pada prakteknva masih terjadi unsur
pemerasan. Ketika nasabah atau para pemegang polis tidak dapat melanjuthan
pembayaran preminya. uang premi yang sudah dibayar jadi hangus atau hilang
([E‘m p;ilml__\"asurans_i juga tidak memberikan surat pemberitahuan mengenai hal
dimulksu_d, ’kepada peserta. Seharusnya premi yang sudah diberikan oleh peserta
dll\emballl\an sesual dengan I\Lsepakatan bagi hasil pada awal perjanjian™
Selam ltu para, pihak halus saling beltang qung jawab. yang berarti peserta
asuransi 131\01‘111 lnu‘ﬂlllkl rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dun
mwolonu peserta lain vang7 nunualaml musibah atau kerugian dengan niat
ikhlas, karcna memlkul tanéguno a\vab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

7) I\flcngzmdu.l,lg Unsur “Penipuan’
D_avlanlj klauéu] perjanjian. yang dibuat oleh pihak asuransi syariah

biasanya masnh ada yang. l\u.an ditonjolkan saat penawaran. Demikian juga

Y dkad Takafuli dan Taha/‘/ i  Dalam  Asuransi Syariah™, IS5 Juli 2007,

hitp://wivw:pojokasuransi.com.
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dengan risiko yang akan terjadi. dan umumnya disembunyikan oleh pihak
asuransi S\all"lh Welddpdl bcbudpa peserta yvang kemudian jera berurusan
dengan puuqah'lan asuransi  svariah yang cenderung tidak pernah mau
lvc;'l\‘o'ml,)l'(imi, Sel:»lmn.lsn_\v'a. peserta dan pthak  asuransi  syariah  saling
111¢lihclung;f :pcncl.m'itae'm satu sama Ia'i'jh, yang berarti bahwa peserta asuransi
syariah ataul 1a'k-a'fu] akzm:bet‘peran éél;agai pelindung bagi peserta lain yang
|115|1giﬂlﬂﬂ1§i pangguan  keselamatan berupa musibah  yang diderilzmyu‘;S
Sebugaim@a firman Allah ‘délamv QS. Quraisy ayat 4 yang artinya: “(Allah)
_\'agg telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan
11]_é1]5{0‘1am:atil_éan/_mlengamankan_ mereka dari bahaya ketakutan.™ Di antara sabda
Ra,%s.u'l_u_llah___lya_n‘g nl_enga_l};dulr)g__maksud/ perlunya saling melindung! adalah:
"Tfid_aldalysgh i111q11 seseorang ilu‘l:\'_al,ay 1a tidur nyenyak dengan perut kenyang
sqdénol\jan ;étaliauallezg m}enat_a_p ke_lapar_am." (HR. al-Bazar).

Dcngan demikian, maI\d clbLlldl]bl syariah merealisir perintah Allah
SWT dalam A[_—Qurrlan dgp Rasulullah  SAW dalam al-Sunnah tentang
|<€$\"éljiban_,saling 1!nelindtp‘)gi di,anlara sesama warga masyarakat. Oleh karena
itu‘; ,bc_rd‘us_z_u;ka.n uraian di atas ‘tidak. ada alasan untuk menolak keberadaan
hul\um Islam dalam- sistem huI\um ndsmnal termasuk dalam hal ini terkait

denﬂan l\ebeladaan U ndang Undang tentang asuransi syariah di Indonesia.

l’_ermaSalahyanjfiiukum_ asuransi syariah
- Permasalahan hul\um asuransi - syariah di Indonesia setelah keluarnya
Undang- Jndang Asulansn Tahun 2014 diantaranya adalah:

1) Masih l\ulanonva sosialisasi yang dllakukan oleh pemerintah terkait dengan
lwbeladaan undang undang bam _di bidang wusaha perasuransian dj
Indesna; ‘ -

2)':l’engamréyn usaha pe‘r'asm*ansAi‘an' ;s_\'/ariah dengan asuransi konvensional
“'masih sama dalam satu u'nd‘ang-undanu belum dilakukan pengaturan yang

busllal khusus sebagaimana ‘Undang-Undang yang mengatur perbankan

i N

,l-i__erm;a\?/an ) I\ﬁlI?\]ﬂ){ﬂ,_h . “Ekonomi Islam Itu Adil dan Indah ™,




1]

«

svart’ah. karena permasalahan asuransi syari‘ah berbeda dengan asuransi
konvensional baik dari aspek filosofi. aspek yuridis. aspek usaha. legalitas.
struktur organisasi. aqad atau perjanjian dan lain-lain.

Delinisi asuransi syariah dengan asuransi konvensional berbeda. tetapi

-

sudah definisi masing-masing baik asuransi umum, asuransi kerugian dan
reasuransi baik yang syariah maukum yang konvensional dalam undang-

undang dimaksud.

4) Bentuk hukum usaha perasuransian masih sama dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

3) Kepemilikan perusahaan asuransi syariah oleh warga negara asing.

7
~

bag,almana men;amln agar usaha dan manajemen perasuransian berjalan
s_c_sua;_ prmSJp syarta_lp hal ini. dxatm dalam Pasal 7 Undang-Undang

Asunmm Lahun '3014

0) Ijin.usaha asuransi warlah deman asuransi konvensional masih sama hal ini

~

- diatur dalam Pas(ll :8 padahal dalam perijinan asuransi syariah perlu
dlpeltimb’mgl\an Letcxlxbatan Ma]ells Ulama Indonesia melalui Dewan
Syari’ah Nasmnal ML I untul\ menseleksi aspek syariah complayennya.

Belum adanva penwatumn lummg \\/al\alah bil ujrah sebagaimana tertuang
dalam ]alwa DQN MUI. di mana pexusahaan asuransi sebagai pengelola
butmdal\ untuk atas nama nasabah asuransi dalam mengelola dan

mcmbuda\'al\an uang plcml termasuk premi dana tabarru® yang terkumpul

di Pcl_‘usahaan (,Asurzmsl Syal'lelh

%) Lapomn l\eulatan usaha dsuransi syariah mestinya dapat dibuka i Juga kepada
)cwan Svmah Nasmna] atau Dewan Pengawas Syariah dalam hal atay
dalam l\mlan dem’ldn pumamhhcm hukum syariah.

V) Peuanlmn atau aqad dalam asuxansn syanah sebagian besar masih sama
dmgan asuransi ]\011ver151011al IIal ini berlaku juga dengan polis asuransi
yang. dibuat oleh pexusahaan asuransi syariah hampir sama dengan asuransi

I\()n\ umonal

q 10). Peny ]esalan 5enu]\eta masnh ada asuransi syariah yang mencantumkan

dalam pohsn)a Icnlang penvclesalan sengketa dilakukan di Pengadilan

’

http: ’/\\ WW, polol\asmanSI com/forum
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Negeri. p;ulahu»l -Edengm:a berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000
sebagaimana diLl:b’dh kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
eradilan ;\uelma bahwa penyelesaian sengketa asuransi syariah harus
dilakukan atau mcn]adl l\ompotmsn Pengadilan Agama bukan Pengadilan

Nege Dumlxum halnya dengan penwlesalan sengketa secara non litigasi

4 mengacu pada Unddnu Undang Nomon 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Pu]\/plusﬂlan Sengketa Alternatif. karena belum ada Undang-Undang

vang khusus me;ngalur tentang penyelesaian sengketa secara non litigasi
oleh Badan Arbit:'rase Syariah dan penyelesaian sengketa alternatif lainnya.
). Stdnddl Sumbel Da)a Mdl]llSlQ asuransi syariah, belum diatur secara jelas.
l\mma SDM men]adl pentmo seba.craq bagian yang sangat menentukan
da]am pu]dlcman usaha puasumnsxan

y)AS”tavnc ar pelaporan keuangan perusahaan asuransi syariah belum ada
pgngél;ﬁ'an s.'e_cara jelas dan kh u:susi.,

13), Peraturan Pemerimah\ yang mengatur tentang Asuransi Syariah, sampai
saal laporan ini belum ada yang dibuat, sehingga masih masih menggunakan
si_slelﬁnsuransi l\‘on-vcngioneﬂ

14) Asuransi syariah masih banyak yang mengacu sebagai dasar hukum

Opervas‘i.onal kepada Fatwa DSN MUI. padahal fatwa bukan merupakan

. lml\'um clalum arti ‘per‘atumn perundang-undangan yang mengikat semua
‘man;_, atau gemua warga, n%axa sebagaimana halnya Undang-Undan atau
Pelatumn Pexmrmtah l\alena fatwa tidak menjadi produk hukum yang
pi ilke]parkan ’Qleh 'lem )qga_ vyang berwenang di Indonesia.
15) ]\’lék@wism¢ pengclo.lga:n dana prémi asurans syariah terutama dana
. .in\rr'c“s.ta:si_ dan dana taparru’, .
1 Namun demikian dta.lan:j L_ind;mg-uu_dang ini sudah banyak mengatur

tentang asuransi syariah sebagai bagian dari penerapan dual insurance System

diantaranya dalam beberapa pasal sebagai berikut:
i [ l)akl_am Pasal 1 diatur tentang pengertian Usaha Perasuransian. Usaha
Asuransi Umum Usaha Asuransi Jiwa. Usaha Asuransi Kesehatan. Usaha

Asurqnw Kuce]al\aan Dll‘l. Usaha Asuransi Umum Syariah, Usaha
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“Asuransi Jiwa Syariah. Usaha Asuransi Kesehatan Syariah. Usaha

Asuransi Kecc]akéan"Diri Syariah. Usaha Reasuransi. Usaha Reasuransi
Svariah. Usaha' Pialang Asuransi. Usaha Pialang Reasuransi. dan Usaha
Penilai Kerugian A‘sumnsi.

Dalam Pasal 'l 'ayzﬁ (6) dan ayat (7) sudah ditegaskan pengertian usaha
asuransi syar[uﬁ bziik asuransi umum maupun asuransi jiwa vakni: Usaha
Asuransi Uhfium"Syai'iah adalah u.éaha yang menyclenggarakan jasa
pengelolaan x.'isil\‘o‘berdusarkan Prinsip Syariah dari sekumpulan orang
yang bersepakat untuk saling melindungi dan saling menanggung dalam
hal terjadi l(émgian‘. kehilangan manfaat. kehilangan keuntungan yang
diharapkan at‘au tanggunn jzl\\’ab hukum kepada pihak ketiga. Sedangkan
Usaha Asu1ans1 Jiwa Syanah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa
puwelolaan nsxl\o beldasalkan Immp Syariah dari sekumpulan orang

yang bcmepakat untul\ salmg: melindungi dan saling menanggung yang

- dikaitkan deng,an hldup atau: memnuoalnya anggota kumpulan tersebut.

Umha /\smax131 l\esehatan 5\ 'umh adalah usaha yang menyelenggarakan

Jasa 1per wclolaan 11511\0 bmdasarkan Prmslp Syariah dari sekumpulan orang

yang bexxepaluu umu]\ ,mlm& mdmdungl an saling menanggung yang
dikaitkan dengan kesehalan ‘anggota kumpulan tersebut. Kemudian Usaha
A@uxanm Kecclalxaan Dm Syarlah adalah usaha yang menyelenggarakan
Jasa pcnndolaan nslko beldasml\an Prinsip Syariah dari sekumpulan orang

yang belsg?pcl]\al untul\ salmo melindungi dan saling menanggung dalam

hal lu;adx penstlwall\ecelakaan yang mengakibatkan cacat atau
memnwg:alnva anggota l\umpulan tersebut.
Usaha Rcasunansx Syanah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa

pengelolaan llSl]\O lbeldaqalkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi

bJ
oleh ]elusahaan Asumnsx Svanah atau perusahaan reasuransi syariah

lmnn\a yang, dnlal\ukan umuk salmg, melindungi dan saling menanggung.

Pmmp 9\ auah adalah kelemuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau

pernyataan l\esesualan syanah dau Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, ]uva men&atun tentang usaha pialang asuransi dan pialang

ledbLlldnSI Usaha Plal?ﬂ’lé Asuransx adalah usaha jasa konsultansi dan
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- keperantaraan élulam_-penul’up;m asuransi atau Kepesertaan asuransi syariah
- serta penanganan pen‘yélesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas
nama pemegang pc;lis/ter(unggung/pcserla. Sedangan Usaha Pialang
Reasuransi - adalah .tlsalla-_izlsat konsultansi dan keperantaraan dalam
penempatan l‘ieaSUl'éEnSi atau reasuransi syariah  serta penanganan
- penyelesaian lgl?znimny:a 'dcng-un bertindak untuk dan atas nama Perusahaan
| Asuransi, PCII'.LASH]];HEIH./\.Sllll"illl'isl. ’é_\'ﬂl'i(lh. perusahaan reasuransi. atau
- perusahaan reasuransi syarial.

7.0 Di samping itu, diatu juga pengertian kontribusi dan dana tabarru’dalam

asuransi Kontribusi ;idalahﬁé;iunﬂah uang yang dibayarkan peserta I\'epad‘a
p:fe_‘gg%‘c_lgjg usz)ih,aas'memsxY ;s;\{’u;;_i@'l_):_._z_ug.u Usaha Reasuransi Syariah. atas
dasar akad tc;jt,%nl_u y‘angwal\"an dialokasikan untuk Dana Tabarru’, ujroh
(fee). dan ‘déljiaginvef,fiqsli '_pvesy.crta. Dana Tabarru' adalah kumpulan dana
: - yang berasz_ﬂ.f. dari  Kontribusi para peserta, yang mekanisme

penggunaannya sesuai dengan akad rabarru’ vang disepakati.

Dalam ;Pasal 2 dan._i_l)zlsal.“‘} ~diatur tentang ruang lingkup usaha

..... 3

perasuransian .s,uqah. dibedakan usaha asuransi svariah dengan asuransi
! | ol et I BN a8 A 2 i

konvensional baik untuk Aasuransi - umum maupun asuransi jiwa serta
H L IR o . XX i

Aeasuransi, sebagaimana diuraikan beriku ini:
(1) Perusahaan - asuransi:. umum  hanya dapat menyelenggarakan  Usahg

Asuransi © Umuni, Usaha Asuransi  Kesehatan, Usaha Asuransi
Kecelakaan ¢IDirt, dan  Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan

Asuransi,ugm lain. :

4 7\ Par Lr o BRRA LS IETTA Ay Toie, ;

3 (2) I’Lflusahaan asuransi’jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asurans;

: Jiwa. Usaha: Asuransi Keschatan dan Usaha Asurans; Kecelakaan Diri

2 D PRGN T s f . :

(3) qu.sahaaq lebLlf}&I?Sl ha.ny'aj'dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi,

Kcmudum fdjz:lv.a'm Pasat 3 dijelaskan khusus untuk usaha asuransi svariah

vakni: | e ) s o

(PyPerusahaan asiransi umum- syariah hanya dapat menyelenggarakan Usahg
Asuransi L"mum Syariah, Usaha Asuransi Kesehatan Syariah dan Usaha
Asuransi Kecelak.an Diy Syariah. .

(2) Perusahaan aguransi .jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha

_ Asuransi .li\vzi"S)/;lljiql1_ Usaha Asuransi Kesehatan Syariah dan Usaha
Asuransi Kecelakaan Diri Syariah,

(3) Perusahaan teasuransi syariah’ hanya dapat menyelenggarakan Usaha

Reasuransi Syariah, |

il

]
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I'B;erdasarkzm m_tzaéian di atas, eksistens asuransi syariah dalam sistem hukum
usuransi nasional sama atau sederajat dengan asuransi konvensional, sebagaimana
diatur ciellax11 Unddn@Undang tentang Usaha Perasuransian Tahun 2014. Terkait
dengan pualumn yang mengatur, bisnis asuransi syariah masih mendasarkan pada
KUH Perdata, KUH Dagcmg Undang- Undanw Nomor 2 Tahun 1992 tentang
(saha Pcmsumnsnjan dengan peraturan pelaksananya. disamping itu didasarkan
pula pnda.liclenluzm :‘Fulwz‘l Dewan Syériah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
l'erkait dengan permasalahan hukum dalam praktek asuransi syariah di Indonesia
diantaranya aclaiﬁh‘ masih tél‘dapat perbedaan pendapat masalah asuransi.
peraturan pclal<sz1h"zf111§’?1 belum ada, belum adanya kejelasan standar asuransi
syeu*iéh,);afn_g,_n),e‘ng%a‘u;r'_ hak _dan_ l\'c\/\_fa‘ji,b,_z_m u_ntara pthak dalam asuransi svariah.
punbcnahan Sumbel dd) a manusia, dukungan political will dari pihak pemerintah.
aqad wakalah asulanSL yang belum ;elas kejelasan akad pembagian hasil. akad
mengandung gr/va/ ar (l\eudak]elasan) mengandung unsur ‘penipuan’.

Di 5ampm& 1tu pumasalahan hukum asuransi syariah di Indonesia setelah
keluarnya U ndang- Undang, Asuransi Tahun 2014 diantaranya adalah: masih
kumngnya ;o.sllal_'l,s,abx;.pengaturan usuh_a perasuransian syariah dengan asuransi
]\Un\’cnslonal masnh sama. belum adanya pengaturan tentang wakalah bil ujrah.
pu_mn_u{m,al:_au aqa}d dalam asuransi svariah sebagian besar masih sama dengan
asuransi I\'.(;m\;_e.nsionaI;_pelgyelesai_an s‘enaketa masih ada asuransi syariah vang
mencantuml\an dalam polisnya tentang penyelesaian sengketa dilakukan di
"C””ﬂdl]dﬂ Nc"cw scharusnya Pexadllan Agama, penyelesaian sengketa secara
nhon ]l[lgdbl_ oleh Badan Arbltrase S.yanah dan penyelesaian sengketa alternatif
lainnya. I\uubdlaian smndal Sumbel Daya Manusia asuransi syariah, belum ada
Pcmtumn Pemeuntah Yyang. mengatur tentang Asuransi Syariah, belum adanva

standar mcl\amsme pengclolaan dancl premi asurans syariah terutama dana

investasi dan cland /u/m// "',
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BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

ariah dalam sistem hukum asuransi nasional sebelum

Kk lumma Unclanu Undang tentang Usaha Perasuransian tahun 2014 belum

sama/sedcrzuat dengan asuransi l\OH\@HSlOndl namun setelah  keluarnya

“Undang-Undang  tahun 2014, secara yuridis kedudukan asuransi syariah

sama/sederajat dengan asuransi konvensional dalam sistem hukum asuransi

nasional. karena sistem hukum Indonesia telah menganut dual insurance
asuransi) diatur secara bersamaan dalam satu Undang-

ah disahkan oleh DPR RI

'\’S‘lem (dua sistem

Lndan.q 1cntanu Usaha Pelasmanqmn vang tel

| pada hari selasa tanggal 23 SLptEmbGl tahun 2014, Walaupun belum diatur
.secara, khusus dalam Undang- Undang vang bersifat khusus (lex specialis),

namun telah mumalaml l\c1n<uuan yang fenomenal dibandingan dengan

pmgaluxan oleh lndanb-Lndang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha
Pemsumnslan dan peraturan puhl\sananvq

ASUI«IH\I syauah dalam operasionalnya didasarkan pada KUH Perdata.
KUH Dagang,. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha
]"e;_‘a,svglll‘zllwsja,n_ dan_peraturan pelaksananya sepanjang tidak bertentangan
dengan | DllllSl]) syariah, di \mnpm“ itu juga didasarkan pada Fatwa DSN-

I\/IUI yang berkaitan denuan dsmanSI syariah.

, Pelmamldhan dalam prakiek asuransi syariah di Indonesia di antaranya

masm dclanya perbedaan pendapat ulama terhadap masalah asuransi.

lcgal_l_ms yang belum cukup l_\u_al, masih terbatasnya Sumber Daya Manusia
yang ahli dan trampil memahami asuransi syariah, political will dari pihak

pemerintah yang masih kurang, aqad yang belum sepenuhnya sesuai dengan

prinsip syariah. aqad wakalah belum dituangkan dalam aqad. belum ada

]\'x:]c]zlsan pcmbagiun hasil. Di Csamping itu. setelah keluarnya Undang-
U ndano Asumlm Tahun, 7014 masih terdapat permasalahan diantaranya:
masm l\ulang}n)a 50313115&51 pengatumn usaha perasuransian syariah dengan

nsuran_sx_ konvensional mamh sama. belum adanya pengaturan tentang
s Lt . : g 2

I ! . ' ! . . . .
wakaldah. /11[_;_(/1'(/?7. aqad dalam asuransi syariah sebagian besar masih sama

dengan asuransi konvensional, sebelum tahun 2014 masih mencantumkan




47

penyelesaian sengketa dalam Apolisn)’a dilakukan di Pengadilan Negeri
scharusnya Peradilan Agama. secara non litigasi scharusnya melalui Badan
Arbitrase Syariah bukan melalui Badan Arbitrasc Nasional Indonesia. belum
ada kejelasan mekanisme pengelolaan dana premi asuransi syariah terutama
dana. rabarru’. belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
Asuransi Syarialy, n:furanx-f syariah masih mengacu dasar hukum operasional
pudﬁ Fatwa DSN MUIL. fatwa bukan merupakan hukum dalam arti peraturan
perundang-undangan yang mengikat semua orang.

2. Rekomendasi.

‘o

[ Icmummh pulu segera memberikan nomor dan memuat dalam Lembaran
Negala serta Pelalumn Pemenmah Sebaual pelaksanaan dari Undang-
Undano tentang. Usaha Pclasulansmn Tahun 2014.

2. Pe1lu dllntel]Slﬂ\'ln sosxallsam terhadap Undang-Undang Tahun 2014
tmtang, L saha Puaqumnsxan secara terus menerus kepada masyarakat dan

duma usaha
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o }ianf Pelfft@sa'lma'ﬁ Reasuransi déngan Sistem Syariah.

Fatwa I):C,"\f'?l.? Sb’leﬂJ}'] Nasional Nomor: 21/DSN-MUI/X/200] tentang Pedoman
Um_um:As,u?ljaﬁsi. B S

Fatwa Dewan ‘Syari'ah Nasional Nomor: SI/DSN-MUI/1I1/2006 tentang Akad
A”Hé”“’f?{fbéﬂ’l {/{{/II/AS;,1>(/i?"{'2k(IZz Pada Asuransi Syariah.

Fatwa Jewan Syariah Nasional Nomor: $2/DSN-MUI/II1/2006 tentang  Akad

‘ Vakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.

Fatwa 1{3?&'@ Syariah Nasional Noinor: 53/DSN-MUI/I11/2006 tentang Akad

v Labarry Padd Asuransi Svariah.

Dewan Svariah Nasigiial. Hinypunan Fanva Dewan Syariah Nasional. Edisi Kedua.
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_Yang bertanda tangan di bawah ini :

: . Ir. H. Amiruddin, M.Si .
~Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
- Alamat . JIn. Pendidikan No. 37 Mataram

ertindak dan untuk atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam
“ Surat Perjanjian Penugasan ini di sebut PIHAK PERTAMA;

dan
1. Nama : Dr. Muhaimin, SH., M.Hum.
2. Nama : Dr. Hirsanuddin, SH., M.H.
3. Nama : Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH.,MM., M.H.
s Alamat : Fakultas Hukum, Jin. Majapahit No. 62 Mataram

ll:/lasilng-r:asing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai
eseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penu asan ini disebut
PIHAK KEDUA. a i !

1 Perjanjian Penugasan Penelitian ini berdasarkan kepada:

4 1. Keputusan Rektp_r Universitas Mataram Nomor: 6382/UN18/HK.00.01/2014 tentang Nama
; 1 Ean Judul Penglman Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2014;
MQBEBI/JESZ% 1I:ejtab?t Pembuat Komitmen Universitas Mataram Nomor: 6383/UN18/PPK-
" BLU/KU/2014 tentang Nama dan- Besaran Dana Penelitian bagi - N
Universitas Mataram Tahun 2014 R PRI tian bagi Dosen di Lingkungan -
3. Keputusan Rektor Universitas Mataram - ‘Nomor TS
: : 841/PT21:H/HK.01.0
Pembentukan Lembaga Penelitian UNRAM: dan - =P84 lnmang

4. Repttdsan Rektor Universitas MataranTNomor: T290/UN18/KP/2012 tentarfg"“Péhgéh’g'katah.

;(ae;ugeﬁ;r:bgga'_ Peggabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian serta Ketua
. aris idi i i i
, 2012—57().16, embaga Pengembangan Pe_e.n‘c'izldlkan Universitas Mataram Periode Tahun
Piidi hari ini Ju'mat tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu empat belas kedua bélah'
gea @glah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu
. rjanjian Pelaksanaan Penggasan Penelitian bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram
umber Dana DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2014, dengan ketentuan dar;
Syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:




Pasal 1
LINGKUP KEGIATAN
(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima

tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan
penelitian yang berjudul: “KAJIAN YURIDIS EKSISTENSI BISNIS ASURANSI SYARI'AH

MENURUT HUKUM POSITIF”.

(2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal
Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat

perjanjian ini.

Pasal 2
PEMBIAYAAN

(1') PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
pasal 1 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA
BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2014; '

(2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh PIHAK
- PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap

sebagai berikut :

a. Tahap pertama 80% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)
setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

b. Tahap kedua 20% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) seteizh
PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-
dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian penugasan ini kepada
PIHAK PERTAMA.

.Pasal 3
KEWAJIBAN PAJAK
Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi

tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

;4 Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

\klalngl;a waftuhbelaksanaan penelitian sampai selesai 100% ditetapkan selama 6 (enam) bulan”
alender, terhitung sejak tanggal 30..Mei 2014-'dan berakhi ' |
29 November 2014. e - ir_sampal dengan,.tanggal

— RONTE
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P ssn.. Pasal5 - o
IR PHESPEN- T T L e G L ee

TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENELITIAN

(1) Pengelolaan dana bantuan penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA
dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan block grant, yaitu:

a. M_enerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan
efisien;
b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;

. Pembukuan dana bantuan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan
pembukuan keuangan lainnya;




d. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal
transaksi;

€. Menyusun rekapitulasi penggunaan dana, termasuk pajak-pajak yang harus

dibayarkan

kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana Penelitian disertai bukti-
bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan

f. Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan
diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA
dengan pengaturan sebagai berikut:
a. Laporan penggunaan dana penelitian 80% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi

dan rincian penggunaannya disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitapsi pembayaran
yang syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar

selambat-lambatnya 27 Oktober 2014, dan

J| b. Laporan penggunaan dana penelitian 100%, yang berisi fekapitulasi dgn rincian
' penggunaannya disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, Slnserahkan
kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua

1 fotocopy) selambat-lambatnya 29 November 2014.
Pasal 6
.7 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA :
a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
b. Meminta dan menerima laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA, sesuai Pasal 2 di atas;
b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan
oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
~1.-Hak PIHAK KEDUA. adalah menerima-bantuan dana dari PIHAK PERTAMA sesuai A
dengan Pasal 2 di atas dan kesepakatankedua belah-pihak;

2. Kewajiban PIHAK KEDUA o ~

a. Melaksanakan dé‘ﬁ"fnenyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadual dan batas waktu
yang telah ditetapkan dalam*Petjanjiati Penugasanini; = Bl

b. B.ertgnggungj:awab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan penelitian yang telah
diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian Penugasan ini dan
peraturan perundangan yang berlaku; e '

c. Berkewajiban membayar pajak berupa:

1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPn sebesar 10% dan PPh Pasal 22
sebesar 1,6%; '

ARG
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2) Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan lil
5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta
untuk golongan IV sebesar 15%; i

3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;

e. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan
sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui, pada akhir tahun
penelitian;

f. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah
dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap semester;

g. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada’ seminar yang akan dilaksanakan oleh
Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Fakultas/Program Studi dan/atau

Program Pascasarjana;

h. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim
Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas
Mataram dan/atau pihak lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;

i. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;

j.  Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sesuai ketentuan pada Pasal 7
ayat (3) Perjanjian Penugasan ini; dan

k. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub
dalam Pasal 7 Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 7
PELAPORAN

4 (1) Laporan terdiri atas:

a.  Laporan Penggunaan Dana Penelitian;

b.  Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP); dan
c. Laporan Akhir Hasil Penelitian.

(2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian:
a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsi insi
_ prinsip-prinsip pengelolaan block grant
- ‘sebagalmana! disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penugasan ini; ’
2+~ Laporan diserakkan kepada"PIHAK'PERTRMR'Seb'anyaK'S'(ﬁga)‘eks‘emplar; dan ~ '~

~C._Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK.- KEDUA kepada PIHAK PERTAMA =

sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Penugasan ini. ==n
- (‘f'\i).vBuku Catatan Harian Penelitian-tBCHP): ¥ : Al et
1 "' a’ " Disusun berdasarkan‘tahapan-tahapan-petaksanaan kegiatan penelitian;” B

b. Ditulis tangan -asli menurut urutan: tan
. - tanggal dan bulan, nama kegiatan i ia
gerlldala, dan lain-lain yang dianggap penting; dan ] p aas iegletm;
. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) wajib disimpan
: . _ mpan oleh -
bagian dari dokumen penelitian. J P Fibiak REDUA ssbagal

(4) Laporan Akhir Hasil Penelitian:

a.  Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;

b. Ié:rf::oran harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan.

hasil-hasil penelitian yang telah dicapai:
C. Laporan yang disampaikan harus sesuai den ' isetujui
il ! gan proposal yang sudah disetujui oleh







1 2.

(9)

d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA,

yaitu:
1) Bentuk/ukuran kertas A4;
2) Jarak pengetikan 2 spasi;
3) Warna cover (sampul) kuning tua;
4) Di bagian bawah cover (sampul) ditulis :

Dibiayai dengan Dana DIPA BLU Universitas Mataram
| Tahun Anggaran 2014
e. Laporan Akhir Hasil Penelitian harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 29 November 2014 yang terdiri atas:
1) Laporan dalam bentuk hard copy sebanyak 6 (enam) eksemplar;

2) Salinan/fotocopy artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke jurnal
kirim ke alamat jurnal dimaksud, sebanyak 2 (dua) eksemplar;

ang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal

imiah, disertai bukti

3) Bukti fisik luaran penelitian y
penelitian yang disetujui;
4) Abstrak penelitian, sebanyék 2 (dua) eksemplar; dan

5) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format “pdf’) butir (1), (2), (3), dan (4) di

atas.

Pasal 8
SANKSI
Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini yaitu tanggal 29 November 2014,

PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya yaitu Laporan
Penggunaan Dana dan Laporan Akhir Hasil Penelitian, sebagaimana termaktub pada

Pasal 5 ayat (2) dan.Pasal 7 ayat (2) dan (4) kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK

KEF)UA dikepakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung
darf tgnggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen)
dari nilai surat perjanjiaq;pelaksanaan penugasan penelitian;

Apabila .PIHAK. KEDUA, belum_juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya hingga

tanggal- 08 Desember-2014, dan waktu proses pencairan dananya télah berakhir, maka "~
sisa dana PIHAK KEDUA yang belum dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke..

Kas Negara;

3L, €_Lo.87

Daiam hal PIHAK KEDUATd4K “dapat memefahi-Perjanjian Penugasan ini hingga tanggal -

31 De§ember 2014, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang
t;lah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas
Negara; .

Apab!la waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk
selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya
yang berasal dari PIHAK KEDUA,; -

Apabila di kemudign .hari. terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada
pagal 1' t.erdap.at' indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi
ketidak jujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan




penelitian tersebut diﬁyatakan .batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana
penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor
kembali ke Kas Negara.

Pasal 9
PERUBAHAN IS| PERJANJIAN

_Perubahan isi Perjanjian Penugasan ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah
ihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak

erpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

Pasal1d
PENUTUP

(1) Surat Perjanjian Penugasan ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap dibubuhi meteraiv
Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA;

(2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini, akan diatur kemudian oleh kedua
belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
LembagzaPenaifizmyUNRAM Ketua Pelaksana Penelitian,
\ 0

A7 O
L '#‘Q@‘\x&}_&l\s **%’
A 41‘6:3'
A v

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum.
NIP. 19761001 200112 1 001

Anggota 1
N A
e
Dr. Hirsanuddin, SH., M.H.

NIP. 19621231 198803 1 011
Anggota 2

Dr. Hj. n@smail, SH., MM., M.H.

NIP. 19540408 198803 2 001




